TINJAUAN HUKUM TERHADAP DELIK PLESSENTRYKE YANG MENGANDUNG ASPEK HUKUM KEPERDATAAN  (WANPRESTASI) by ADHYAKSA, YURISTITA
 SKRIPSI 
 
TINJAUAN HUKUM TERHADAP DELIK PLESSENTRYKE 

























TINJAUAN HUKUM TERHADAP DELIK PLESSENTRYKE 












Diajukan sebagai Tugas Akhir dalam Rangka  Penyelesaian Studi Sarjana 









PENGESAHAN SKRIPSI  
 
 
TINJAUAN HUKUM TERHADAP DELIK PLESSENTRYKE 
YANG MENGANDUNG ASPEK HUKUM KEPERDATAAN 
(WANPRESTASI)  
 
Disusun dan diajukan oleh 
YURISTITA ADHYAKSA 
B 111 10 171 
 
 
Telah Dipertahankan di Hadapan Panitia Ujian Skripsi yang Dibentuk  
dalam Rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana  
Bagian Hukum Acara Program Studi Ilmu Hukum 
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin 
Pada Hari Senin, 9 Maret  2015 













Prof. Dr. M. Syukri Akub, S.H.,M.H. 
    NIP.19631024 198903 1 002 
Dr. A. Tenri Famauri, S.H.,M.H. 
NIP.19730508 200312 2 001 
  
An. Dekan 
Wakil Dekan Bidang Akademik, 




Prof. Dr. Ahmadi Miru, S.H., M.H. 
NIP. 19610607 198601 1 003 
iii 
PERSETUJUAN PEMBIMBING 
Diterangkan bahwa proposal mahasiswa : 
Nama  :  YURISTITA ADHYAKSA 
Nomor Induk  :  B 111 10 171 
Bagian  :  HUKUM ACARA PERDATA 
Judul    : TINJAUAN HUKUM TERHADAP DELIK PLESSENTRYKE 
YANG MENGANDUNG ASPEK HUKUM KEPERDATAAN 
(WANPRESTASI) 
Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian Skripsi. 
Makassar,  Desember 2014 
 




Prof. Dr. M. Syukri Akub, S.H.,M.H.         




 Dr. A. Tenri Famauri, S.H.,M.H.    




PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI 
 
Diterangkan bahwa Skripsi mahasiswa: 
Nama  :  YURISTITA ADHYAKSA 
Nomor Induk  :  B 111 10 171 
Bagian  :  HUKUM ACARA 
Judul    : TINJAUAN HUKUM TERHADAP DELIK PLESSENTRYKE 
YANG MENGANDUNG ASPEK HUKUM KEPERDATAAN 
(WANPRESTASI) 
 
Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir  Program 
Studi.  
 
Makassar,   Februari 2015 
A.n. Dekan 






Prof. Dr. Ahmadi Miru, S.H., M.H. 





YURISTITA ADHYAKSA (B111 10 171), dengan judul “ANALISIS HUKUM 
TERHADAP DELIK PLESSENTRYKE YANG MENGANDUNG UNSUR 
KEPERDATAAN”. Di bawah bimbingan bapak M. Syukri Akub sebagai 
Pembimbing I dan Ibu A. Tenri Famauri sebagai Pembimbing II. 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui karakteristik delik 
plessentryke yang mengandung unsure keperdataan, dan mengetahui 
perbedaan substansi antara perkara wanprestasi dengan perkara penipuan. 
Penelitian ini dilakukan di Polrestabes Makassar dan Pengadilan Negeri 
Makassar. Data yang diperoleh dengan metode wawancara dan observasi, 
kemudian  dijadikan bahan kajian dari sudut pandang hukum acara pidana 
dan perdata sesuai dengan fokus penulis. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa delik plessentryke yang mengandung 
unsur keperdataan, khususnya penipuan dapat diketahui dari apakah niat 
untuk melakukan kejahatan dengan menggunakan suatu nama palsu, tipu 
daya atau rangkaian kebohongan, sudah ada sejak awal, sebelum dibuatnya 
perjanjian (atau diserahkannya uang tersebut). Apabila terjadi pelanggaran 
terhadap kewajiban dalam perjanjian setelah dibuatnya perjanjian itu, maka 
hal tersebut merupakan wanprestasi. Kemudian terdapat Terdapat tiga 
substansi yang membedakan antara tindak pidana penipuan dengan 
wanprestasi. Pertama tindak pidana penipuan merupakan perbuatan 
melawan hukum, sedangkan wanprestasi merupakan perbuatan melawan 
kontrak. Kedua, dalam penipuan terdapat serangkaian kebohongan sebelum 
perjanjian ditutup, sedangkan dalam wanprestasi terdapat kewajiban yang 
tidak dipenuhi setelah perjanjian disepakati. Ketiga, perjanjian yang dibuat 
dengan diawali dengan tindakan penipuan dapat dibatalkan atau batal demi 
hukum. Sedangkan perjanjian yang menjadi dasar terjadinya wanprestasi 







YURISTITA ADHYAKSA (B111 10 171), with the title "Analysis of 
Criminological Crimes Against Male Rape”. Under the guidance of M. 
Syukri Akub, as Supervisor I and A. Tenri Famauri, as Supervisor II.  
The purpose of this study was to determine the causes of the crime of male 
rape and attempts to do to prevent and tackle the crime. 
This research was conducted in Class I Penitentiary and Detention Makassar 
Class I. The data obtained through interviews and observations were 
analyzed from a psychological point at the Faculty of Psychology, State 
University of Makassar, then used as study materials from criminological point 
of view according to the authors focus.  
The results showed that the causes of the crime of male rape is that there is a 
psychological problem, whether it is related to the deep desire of revenge, 
lust very large, or the act constitutes a crime of mass (done by some people). 
If the predator male rape does not have a mental disorder, then the actor 
certainly has a motive to commit the crime. A person can also act male rape 
or other criminal activities because the person does not know that his crimes 
is something wrong or out of the norm of morality, religion, and law. As for 
prevention efforts that can be done is by introducing an early age norms in 
force in social life, be it of conscience, religion, and law. then the handling of 
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1. Latar Belakang Masalah 
Hukum adalah keseluruhan peraturan tingkah laku yang berlaku dalam 
suatu kehidupan bersama, yang dapat dipaksakan dengan suatu sanksi. 
Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal dan damai, tetapi 
dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum maka hukum harus ditegakkan. 
Pembangunan dan pembinaan hukum di Indonesia didasarkan atas 
Pancasila dan Undang-Undang Dasar NRI 1945, yang diarahkan agar dapat 
menciptakan kondisi yang lebih mantap, sehingga masyarakat dapat 
menikmati suasana tertib dan adanya kepastian hukum yang berintikan 
keadilan. 
Perlindungan hukum akan dapat memberi rasa aman dan tentram 
dengan adanya kepasatian hukum. Para ahli hukum mengatakan bahwa 
’perlindungan hukum’ dengan ’kepastian hukum’ merupakan dua hal yang 
tidak terpisahkan. Perlindungan hukum tidak akan dapat dirasakan tanpa 
kepastian hukum. Sebaliknya dengan tegaknya kepastian hukum maka 
perlindungan hukum akan dapat dinikmati masyarakat. Kepastian hukum 
yang dimaksud para ahli hukum ini adalah penegakan hukum yang dapat 
diterima oleh golongan terbesar penduduk dan mayoritas dari penduduk. 
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Selain kepastian dan keadilan, salah satu tujuan dari hukum ialah 
kemanfaatan, kemanfaatan adalah sifat memberi suatu hal yang dapat 
membantu atau meningkatkan taraf atau kualitas kehidupan manusia dalam 
menjalani hidupnya. Dengan begitu setiap peraturan perundang-undangan 
yang tidak memiliki manfaat (justru memberikan kerugian) sama sekali, dalam 
pandangan penulis seharusnya bukanlah merupakan suatu hukum.  
Indonesia merupakan negara hukum sesuai yang diatur di dalam 
Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945, “ Negara Indonesia adalah negara hukum”. 
Implikasi logis dari konstitusionalisasi konsep negara hukum terhadap 
kehidupan bermasyarakat di Indonesia adalah setiap tindakan memiliki 
regulasi hukum yang mengaturnya. Hukum sebagai alat yang berfungsi 
mengatur segala tingkah laku individu di dalam ruang-ruang sosial dalam 
negara Indonesia bertujuan memajukan kesejahteraan umum dan 
mencerdaskan kehidupan bangsa sehingga dapat berperan menciptakan 
ketertiban dunia. Mencapai tujuan tersebut dibutuhkan kerja sama dari 
berbagai pihak yang terlibat dalam ranah hukum, mulai dari akademisi hingga 
praktisi hukum. 
 Secara teoritis meskipun Indonesia merupakan negara hukum, namun 
pada faktanya penegakan hukum di Indonesia masih belum mencapai titik 
equilibrium (kesempurnaan). Hal ini terjadi salah satunya diakibatkan oleh 
lemahnya pemahaman hukum dari setiap warga negara Indonesia. 
Pengetahuan yang tidak komperhensif tersebut ditambah dengan rendahnya 
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tingkat kesadaran dan kepatuhan hukum mengakibatkan Indonesia masih 
sangat jauh dari terciptanya kondisi tertib dalam kehidupan warga negaranya. 
 Mengetahui hal tersebut di atas, maka penulis mencoba melakukan 
sebuah penelitian terhadap salah satu perkara hukum yang cukup sulit 
dipahami oleh masyarakat, yaitu telaah mengenai wanprestasi dan tindak 
pidana penipuan. Adanya kesalahan dalam memahami dua tindakan ini, 
maka akan mengakibatkan kesalahan dalam penegakan hukum. Penulis 
berpendapat demikian sebab telah terjadi banyak kasus di mana suatu 
tindakan wanprestasi (yang mana ini merupakan suatu tindakan 
keperdataan) diselesaikan pada ranah peradilan pidana. Hal ini merupakan 
misprocess of law (kesalahan proses hukum) yang pada akhirnya akan 
menjauhkan dari kepastian, kemanfaatan, dan keadilan dalam kehidupan 
kita. 
Dalam praktek kehidupan sehari-hari, sebagian masyarakat sudah 
sangat biasa melakukan berbagai perbuatan terkait dengan lapangan hukum 
perdata seperti pinjam meminjam atau jual beli. Hal ini memberikan implikasi 
yang cukup kuat dalam berjalannya proses bisnis atau kegiatan yang 
dilakukan masyarakat. Namun demikian, bukan tidak mungkin dalam 
perjalanannya terjadi kemacetan pembayaran proses pinjam meminjam atau 
jual beli ini. Hal ini tentunya mengakibatkan kerugian pada pihak yang 
memberikan pinjaman atau pihak penjual maupun pembeli yang dalam istilah 
hukum dikenal dengan wanprestasi.  
4 
Wanprestasi merupakan implikasi dari tidak dilaksanakannya 
kewajiban dalam suatu perjanjian. Hak dan kewajiban timbul karena adanya 
perikatan dalam perjanjian yang sah menurut Pasal 1320 KUH Perdata. Tapi 
kemudian, pada praktek di lapangan cenderung penyelesaian hal ini 
diarahkan pada ranah hukum pidana, baik itu dikualifikasikan sebagai 
Penipuan atau Penggelapan (Pasal 378 atau Pasal 372 KUHP) oleh lembaga 
Penyidik Kepolisian yang kemudian mengarah pada penuntutan di 
Pengadilan oleh Kejaksaan. Bahkan parahnya, hal ini dilakukan dengan 
melakukan upaya paksa berupa penahanan yang telah merampas hak-hak 
kemanusiaan. Berangkat dari apa yang telah penulis paparkan di atas, maka 
penulis berkeinginan membahas permasalahan tersebut dalam skripsi ini. 
2. Rumusan Masalah 
Adapun rumusan masalah dari penulis ialah: 
1. Apa yang dimaksud dengan delik plessentryke yang mengandung 
unsur keperdataan ? 





3. Tujuan Penelitian Dan Keguanaan Penelitian 
Adapun tujuan penelitian dari penulis dalam skripsi ini adalah: 
1. Untuk mengetahui hal yang membedakan antara perkara wanprestasi 
dengan perkara penipuan. 
2. Untuk mengetahui penyebab diselesaikannya perkara wanprestasi 
dalam sistem peradilan pidana sebagai perkara penipuan 
Adapun manfaat dari penelitian ini adalah: 
1. Memberi sumbangsih bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum 
baik dalam bidang hukum perdata dan pidana. 
2. Sebagai bahan masukan kepada masyarakat agar dapat memahami 
perbedaan antara wanprestasi dan tindak pidana penipuan. 
3. Untuk menambah wawasan penulisan khususnya pada bagian hukum 
pidana, serta merupakan salah satu syarat dalam penyelesaian studi 








A. Tinjaun Mengenai Perjanjian 
1. Pengertian Perjanjian 
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, perjanjian adalah 
“persetujuan tertulis atau dengan lisan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, 
masing-masing bersepakat akan mentaati apa yang tersebut dalam 
persetujuan itu.”1 Menurut Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 
(KUHPerdata), “Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana 
satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”. 
R. Subekti mengemukakan perjanjian adalah “suatu peristiwa dimana 
seorang berjanji kepada orang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji 
untuk melaksanakan sesuatu hal.”2 Menurut Salim HS, Perjanjian adalah 
"hubungan hukum antara subjek yang satu dengan subjek yang lain dalam 
bidang harta kekayaan, dimana subjek hukum yang satu berhak atas prestasi 
dan begitu juga subjek hukum yang lain berkewajiban untuk melaksanakan 
prestasinya sesuai dengan yang telah disepakatinya.”3 
                                                             
1 Departemen Pendidikan Nasional, 2005, Kamus Besar Ihktisar Indonesia Edisi Ketiga,    
Jakarta: Balai Pustaka, hlm. 458. 
2 R. Subekti, 1970, Hukum Perjanjian, Jakarta: Pembimbing Massa, hlm. 1. 
3
 Salim MS, 2008, Hukum Kontrak, Teori & Teknik Penyusunan Kontrak, Jakarta: Sinar 
Grafika, hlm. 7. 
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Dari pengertian-pengertian di atas dapat dilihat beberapa unsur-unsur 
yang tercantum dalam kontrak, yaitu:
4
 
1. Adanya hubungan hukum 
Hubungan hukum merupakan hubungan yang menimbulkan 
akibat hukum berupa hak dan kewajiban. 
2. Adanya subjek hukum 
Subjek hukum yaitu pendukung hak dan kewajiban. Subyek 
dalam hukum perjanjian termasuk subyek hukum yang diatur 
dalam KUHPerdata, Sebagaimana diketahui bahwa Hukum 
Perdata mengkualifikasikan subjek hukum terdiri dari dua 
bagian yaitu manusia dan badan hukum. Sehingga yang 
membentuk perjanjian menurut Hukum Perdata bukan hanya 
manusia secara individual ataupun kolektif, tetapi juga badan 
hukum atau rechtperson, misalnya Yayasan, Koperasi dan 
Perseroan Terbatas. 
3. Adanya prestasi 
Prestasi menurut Pasal 1234 KUHPerdata terdiri atas untuk 
memberi sesuatu, untuk berbuat sesuatu, dan untuk tidak 
berbuat sesuatu. 
 
                                                             
4 R. Subekti, op.cit., hlm. 3. 
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4. Di bidang kekayaan 
Pada umumnya kesepakatan yang telah dicapai antara dua 
atau lebih pelaku bisnis dituangkan dalam suatu bentuk tertulis 
dan kemudian ditanda tangani oleh para pihak. Dokumen 
tersebut disebut sebagai “Kontrak Bisnis” atau “Kontrak 
Dagang”. 
Perjanjian merupakan sumber terpenting dalam suatu perikatan. 
Menurut Subekti, Perikatan adalah suatu perhubungan hukum antara dua 
orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut 
sesuatu hal dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk 
memenuhi tuntutan itu.5 Perikatan dapat pula lahir dari sumber-sumber lain 
yang tercakup dengan nama undang-undang. Jadi, ada perikatan yang lahir 
dari “perjanjian” dan ada perikatan yang lahir dari “undang-undang”. 
Perikatan yang lahir dari undang-undang dapat dibagi lagi ke dalam perikatan 
yang lahir karena undang-undang saja hal ini diatur dalam Pasal 1352 
KUHPerdata dan perikatan yang lahir dari undang-undang karena suatu 
perbuatan orang. Sementara itu, perikatan yang lahir dari undangundang 
karena suatu perbuatan orang dapat lagi dibagi kedalam suatu perikatan 
yang lahir dari suatu perbuatan yang diperoleh dan yang lahir dari suatu 
perbuatan yang berlawanan dengan Hukum (Pasal 1353 KUHPerdata). 
                                                             
5 Subekti, Op.cit., hlm. 1. 
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2. Syarat Sahnya Perjanjian 
Syarat sahnya suatu perjanjian diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata yang 
mengemukakan empat syarat, yaitu: 
1. Adanya kesepakatan kedua belah pihak; 
2. Kecapakapan untuk melakukan perbuatan hukum; 
3. Adanya suatu hal tertentu; 
4. Adanya sebab yang halal. 
Kedua syarat yang pertama disebut syarat subjektif karena kedua 
syarat tersebut mengenai subjek perjanjian sedangkan dua syarat terakhir 
merupakan syarat objektif karena mengenai objek dari perjanjian. Keempat 
syarat tersebut dapat dikemukakan sebagai berikut: 
1. Adanya kesepakatan kedua belah pihak 
Syarat pertama dari sahnya suatu perjanjian adalah adanya 
kesepakatan para pihak. Kesepakatan adalah “persesuaian 
pernyataan kehendak antara satu orang atau lebih dengan 
pihak lainnya. Yang sesuai itu adalah pernyataannya, karena 
kehendak itu tidak dapat dilihat/diketahui orang lain.” 
Pernyataan dapat dilakukan dengan tegas atau secara diam-
diam. Pernyataan secara diam-diam sering terjadi di dalam 
kehidupan sehari-hari kita. Misalnya, seorang penumpang yang 
naik angkutan umum, dengan membayar ongkos angkutan 
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kepada kondektur kemudian pihak kondektur menerima uang 
tersebut dan berkewajiban mengantar penumpang sampai ke 
tempat tujuannya dengan aman. Dalam hal ini, telah terjadi 
perjanjian walaupun tidak dinyatakan secara tegas. 
Persetujuan tersebut harus bebas, tidak ada paksaan. 
Kemauan yang bebas sebagai syarat pertama untuk terjadinya 
perjanjian yang sah. Dianggap perjanjian tersebut tidak sah 
apabila terjadi karena paksaan, kekhilafan atau penipuan. 
Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1321 KUHPerdata yang 
menyatakan jika di dalam perjanjian terdapat kekhilafan, 
paksaan atau penipuan, maka berarti di dalam perjanjian itu 
terjadi cacat kehendak dan karena itu perjanjian tersebut dapat 
dibatalkan. Cacat kehendak artinya “bahwa salah satu pihak 
sebenarnya tidak menghendaki isi perjanjian yang demikian. 
Seseorang dikatakan telah membuat kontrak secara khilaf 
manakala dia ketika membuat kontrak tersebut dipengaruhi oleh 
pandangan atau kesan yang ternyata tidak benar. 
2. Kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum 
Menurut 1329 KUH Perdata kedua belah pihak harus cakap 
menurut hukum. Kecakapan bertindak adalah kecakapan untuk 
melakukan perbuatan hukum. Dimana perbuatan hukum ialah 
perbuatan yang menimbulkan akibat hukum. 
11 
3. Adanya suatu hal tertentu 
Suatu hal dapat diartikan sebagai objek dari perjanjian. Yang 
diperjanjikan haruslah suatu hal atau suatu barang yang cukup 
jelas atau tertentu. Menurut Pasal 1332 KUHPerdata, hanya 
barang-barang yang dapat diperdagangkan saja yang dapat 
menjadi pokok-pokok perjanjian. Pasal 1333 KUHPerdata 
menyatakan bahwa suatu persetujuan itu harus mempunyai 
pokok suatu barang yang paling sedikit dapat ditentukan 
jenisnya. Tidak menjadi halangan bahwa jumlah barang tidak 
tentu asal barang kemudian dapat ditentukan atau dihitung. 
4. Adanya sebab yang halal 
Di dalam Undang-undang tidak disebutkan pengertian 
mengenai sebab (orzaak,causa). Yang dimaksud dengan sebab 
bukanlah sesuatu yang mendorong para pihak untuk 
mengadakan perjanjian, karena alasan yang menyebabkan 
para pihak untuk membuat perjanjian itu tidak menjadi perhatian 
umum. Adapun sebab yang tidak diperbolehkan ialah jika isi 
perjanjian bertentangan dengan undangundang, kesusilaan dan 
ketertiban umum. 
Dari uraian di atas, apabila syarat subjektif tidak terpenuhi, maka salah 
satu pihak dapat meminta supaya perjanjian itu dibatalkan, namun, apabila 
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para pihak tidak ada yang keberatan, maka perjanjian itu tetap dianggap sah. 
Sementara itu, apabila syarat objektif tidak terpenuhi, maka perjanjian itu 
batal demi hukum. Keempat syarat tersebut haruslah dipenuhi oleh para 
pihak dan apabila syarat-syarat sahnya perjanjian tersebut telah terpenuhi, 
maka menurut Pasal 1338 KUHPerdata, perjanjian tersebut mempunyai 
kekuatan hukum sama dengan kekuatan suatu Undang-undang. 
 
B. Telaah Mengenai Wanprestasi 
1. Pengertian Prestasi dan Wanprestasi 
Prestasi dalam bahasa Inggris disebut juga dengan istilah 
"performance" dalam hukum kontrak dimaksudkan sebagai suatu 
pelaksanaan hal-hal yang tertulis dalam suatu kontrak dimaksudkan dalam 
suatu kontrak oleh pihak yang telah mengikatkan diri untuk itu, pelaksanaan 
mana sesuai dengan "term" dan "condition" sebagaimana sesuai dengan 
kontrak yang bersangkutan. Prestasi merupakan hal yang harus 
dilaksanakan dalam suatu perikatan. Pemenuhan prestasi merupakan hakikat 
dari suatu perikatan. Kewajiban memenuhi prestasi dari debitur selalui 
disertai dengan tanggung jawab (liability), artinya debitur mempertaruhkan 
harta kekayaannya sebagai jaminan pemenuhan hutangnya kepada kreditur. 
Menurut ketentuan Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUHPerdata, semua harta 
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kekayaan debitur baik bergerak maupun tidak bergerak, baik yang sudah ada 
maupun yang akan ada menjadi jaminan pemenuhan hutangnya terhadap 
kreditur, jaminan semacam ini disebut jaminan umum.6 
Pada prakteknya tanggung jawab berupa jaminan harta kekayaan ini 
dapat dibatasi sampai jumlah yang menjadi kewajiban debitur untuk 
memenuhinya yang disebutkan secara khusus dan tertentu dalam perjanjian, 
ataupun hakim dapat menetapkan batas-batas yang layak atau patut dalam 
keputusannya. Jaminan harta kekayaan yang dibatasi ini disebut jaminan 
khusus. Artinya jaminan khusus itu hanya mengenai benda tertentu saja yang 
nilainya sepadan dengan nilai hutang debitur, misalnya rumah,kendaraan 
bermotor. Bila debitur tidak dapat memenuhi prestasinya maka benda yang 
menjadi jaminan khusus inilah yang dapat diuangkan untuk memenuhi 
hutang debitur. 
Prestasi merupakan sebuah esensi daripada suatu perikatan. Apabila 
esensi ini tercapai dalam arti dipenuhi oleh debitur maka perikatan itu 
berakhir. Agar esensi itu dapat tercapai yang artinya kewajiban tersebut 
dipenuhi oleh debitur maka harus diketahui sifat-sifat dari prestasi tersebut, 
yaitu:7 
1. Harus sudah tertentu dan dapat ditentukan 
2. Harus mungkin 
                                                             
6 Mariam Darus Badrulzaman, 1970, Asas-Asas Hukum Perikatan, Medan: FH USU, hlm. 8. 
7 Ibid., hlm. 20. 
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3. Harus diperbolehkan 
4. Harus ada manfaatnya bagi kreditur 
5. Bias terdiri dari satu perbuatan atau serentetan perbuatan 
Semua subjek hukum baik manusia atau badan hukum dapat 
membuat suatu persetujuan yang menimbulkan prikatan diantara pihak-pihak 
yang membuat persetujuan tersebut. Persetujuan ini mempunyai kekuatan 
yang mengikat bagi para pihak yang melakukan perjanjian tersebut sebagai 
mana yang diatur di dalam pasal 1338 KUH Perdata. Di dalam perjanjian 
selalu ada dua subjek yaitu pihak yang berkewajiban untuk melaksanakan 
suatu prestasi dan pihak yang berhak atas suatu prestasi. 
Didalam pemenuhan suatu prestasi atas perjanjian yang telah dibuat 
oleh para pihak tidak jarang pula debitur (nsabah) lalai melaksanakan 
kewajibannya atau tidak melaksanakan kewajibannya atau tidak 
melaksanakan seluruh prestasinya, hal ini disebut wanprestasi. Wanprestasi 
berasal dari istilah aslinya dalam bahasa Belanda “wanprestatie” yang artinya 
tidak dipenuhinya prestasi atau kewajiban yang telah ditetapkan terhadap 
pihak-pihak tertentu di dalam suatu perikatan, baik perikatan yang dilahirkan 
dari suatu perjanjian ataupun perikatan yang timbul karena undang-undang.8 
Pengertian mengenai wanprestasi belum mendapat keseragaman, 
masih terdapat bermacam-macam istilah yang dipakai untuk wanprestasi, 
                                                             
8 Ibid., hlm. 20. 
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sehingga tidak terdapat kata sepakat untuk menentukan istilah mana yang 
hendak dipergunakan. Istilah mengenai wanprestasi ini terdaspat di berabgai 
istilah yaitu: “ingkar janji, cidera janji, melanggar janji, dan lain sebagainya. 
Dengan adanya bermacam-macaam istilah mengenai wanprestsi ini, telah 
menimbulkan kesimpang siuran dengan maksud aslinya yaitu “wanprestsi”. 
Ada beberapa sarjana yang tetap menggunakan istilah “wanprestasi” dan 
memberi pendapat tentang pengertian mengenai wanprestsi tersebut. 
Wirjono Prodjodikoro, mengatakan bahwa wanprestasi adalah 
ketiadaan suatu prestasi didalam hukum perjanjian, berarti suatu hal yang 
harus dilaksanakan sebagai isi dari suatu perjanjian. Barangkali daslam 
bahasa Indonesia dapat dipakai istilah “pelaksanaan janji untuk prestasi dan 
ketiadaan pelaksanaannya janji untuk wanprestasi”.9 
R. Subekti, mengemukakan bahwa “wanprestsi” itu adalah kelalaian 
atau kealpaan yang dapat berupa 4 macam yaitu:10 
1. Tidak melakukan apa yang telah disanggupi akan dilakukannya 
2. Melaksanakan apa yang telah diperjanjikan, tetapi tidak sebagaimana 
yang diperjanjikan 
3. Melakukan yang telah diperjanjikan tetapi terlambat 
4. Melakukan perbuatan yang menurut perjanjian tidak dapat dilakukan. 
                                                             
9 Wirjono Projodikoro, 1990, Asas-Asas Hukum Perjanjian, Bandung: Sumur, hlm. 17. 
10 R. Subekti, 1970, Hukum Perjanjian, Jakarta: Pembimbing Masa, hlm. 50. 
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Mariam Darus Badrulzaman mengatakan bahwa apabila debitur 
“karena kesalahannya” tidak melaksanakan apa yang diperjanjikan, maka 
debitur itu wanprestasi atau cidera janji. Kata karena salahnya sangat 
penting, oleh karena dabitur tidak melaksanakan prestasi yang diperjanjikan 
sama sekali bukan karena salahnya.11 
Menurut M.Yahya Harahap bahwa “wanprestasi” dapat dimaksudkan 
juga sebagai pelaksanaan kewajuban yang tidak tepat pada waktunya atau 
dilaksankan tidask selayaknya.12 Hal ini mengakibatkan apabila salah satu 
pihak tidak memnuhi atau tidak melaksanakan isi perjanjian yang telah 
mereka sepakati atau yang telah mereka buat maka yang telah melanggar isi 
perjajiab tersebut telah melakukan perbuatan wanprestasi. 
Dari uraian tersebut di atas kita dapat mengetahui maksud dari 
wanprestasi itu, yaitu pengertian yang mengatakan bahwa seorang 
diakatakan melakukan wanprestasi bilamana: “tidak memberikan prestasi 
sama sekali, telamabat memberikan prestasi, melakukan prestsi tidak 
menurut ketentuan yang telah ditetapkan dalam pejanjian”. Faktor waktu 
dalam suatu perjanjian adalah sangat penting, karena dapat dikatakan bahwa 
pada umumnya dalam suatu perjanjian kedua belah pihak menginginkan agar 
ketentuan perjanjian itu dapat terlaksana secepat mungkin, karena 
penentuan waktu pelaksanaan perjanjian itu sangat penting untuk 
                                                             
11 Ibid., hlm. 59. 
12 M. Yahya Harahap, 1982, Segi-Segi Hukum Perjanjian, Bandung: Alumni, hlm. 60. 
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mengetahui tibanya waktu yang berkewajiban untuk menepati janjinya atau 
melaksanakan suatu perjanjian yang telah disepakati. 
Dengan demikian bahwa dalam setiap perjanjian prestasi merupakan 
suatu yang wajib dipenuhi oleh debitur dalam setiap perjanjian. Prests 
merupakan isi dari suatu perjanjian, pabila debitur tidak memenuhi prestasi 
sebagaimana yang telah ditentukan dalam perjanjian maka dikatakan 
wanprestasi. 
Wanprestasi memberikan akibat hukum terhadap pihak yang 
melakukannya dan membawa konsekuensi terhadap timbulnya hak pihak 
yang dirugikan untuk menuntut pihak yang melakukan wanprestasi untuk 
memberikan ganti rugi, sehingga oleh hukum diharapkan agar tidak ada satu 
pihak pun yang dirugikan karena wanprestasi tersebut. 
 
2. Macam-Macam Wanprestasi 
Menurut ketentuan Pasal 1234 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata  
(KUHPerdata), tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk 
berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu. Maka dari itu wujud 
prestasi itu berupa: 
1. Memberikan sesuatu.  
Dalam Pasal 1235 dinyatakan :“Dalam tiap-tiap perikatan untuk 
memberikan sesuatu adalah termaktub kewajiban si berutang untuk 
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menyerahkan kebendaan yang bersangkutan dan untuk merawatnya 
sebagai seorang bapak rumah yang baik, sampai pada saat 
penyerahannya. Kewajiban yang terakhir ini adalah kurang atau lebih 
luas terhadap perjanjian-perjanjian tertentu, yang akibat-akibatnya 
mengenai hal ini ditunjuk dalam bab-bab yang bersangkutan. Pasal ini 
menerangkan tentang perjanjian yang bersifat konsensual (yang lahir 
pada saat tercapainya kesepakatan) yang objeknya adalah barang, 
dimana sejak saat tercapainya kesepakatan tersebut, orang yang 
seharusnya menyerahkan barang itu harus tetap merawat dengan baik 
barang tersebut sebagaimana layaknya memelihara barang 
kepunyaan sendiri sama halnya dengan merawat barang miliknya 
yang lain, yang tidak akan diserahkan kepada orang lain.31 Kewajiban 
merawat dengan baik berlangsung sampai barang tersebut diserahkan 
kepada orang yang harus menerimanya. Penyerahan dalam pasal ini 
dapat berupa penyerahan nyata maupun penyerahan yuridis.13 
2. Berbuat sesuatu. 
Berbuat sesuatu dalam suatu perikatan yakni berarti melakukan 
perbuatan seperti yang telah ditetapkan dalam perikatan. Jadi wujud 
prestasi disini adalah melakukan perbuatan tertentu. Dalam 
melaksanakan prestasi ini debitur harus mematuhi apa yang telah 
ditentukan dalam perikatan. Debitur bertanggung jawab atas 
                                                             
13 J. Satrio, 1999, Hukum Perikatan, Bandung: Alumni, hlm. 84. 
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perbuatannya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang diperjanjikan 
oleh para pihak. Namun bila ketentuan tersebut tidak diperjanjikan, 
maka disini berlaku ukuran kelayakan atau kepatutan yang diakui dan 
berlaku dalam masyarakat. Artinya sepatutnya berbuat sebagai 
seorang pekerja yang baik. 
3. Tidak berbuat sesuatu. 
Tidak berbuat sesuatu dalam suatu perikatan yakni berarti tidak 
melakukan suatu perbuatan seperti yang telah diperjanjikan. Jadi 
wujud prestasi di sini adalah tidak melakukan perbuatan. Di sini 
kewajiban prestasinya bukan sesuatu yang bersifat aktif, tetapi justru 
sebaliknya yaitu bersifat pasif yang dapat berupa tidak berbuat 
sesuatu atau membiarkan sesuatu berlangsung.14 Disini bila ada pihak 
yang berbuat tidak sesuai dengan perikatan ini maka ia bertanggung 
jawab atas akibatnya. 
4. Wujud wanprestasi. 
Untuk menetapkan apakah seorang debitur itu telah melakukan 
wanprestasi dapat diketahui melalui 4 keadaan berikut: 
i. Debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali. Artinya debitur 
tidak memenuhi kewajiban yang telah disanggupinya untuk 
dipenuhi dalam suatu perjanjian atau tidak memenuhi kewajiban 
                                                             
14 Ibid., hlm. 52. 
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yang ditetapkan undang-undang dalam perikatan yang timbul 
karena undang-undang. 
ii. Debitur memenuhi prestasi, tapi tidak baik atau keliru. Artinya 
debitur melaksanakan atau memenuhi apa yang diperjanjikan 
atau apa yang ditentukan oleh undang-undang, tetapi tidak 
sebagaimana mestinya menurut kualitas yang ditentukan dalam 
perjanjian atau menurut kualitas yang ditetapkan oleh undang-
undang. 
iii. Debitur memenuhi prestasi, tapi tidak tepat waktunya. Artinya 
debitur memenuhi prestasi akan tetapi terlambat, waktu yang 
ditetapkan di dalam perjanjian tidak terpenuhi.  
iv. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh 
dilakukannya. Artinya debitur memenuhi prestasi, akan tetapi 
debitur juga melakukan tindakan-tindakan yang mana tindakan 
tersebut berdasarkan perjanjian merupakan tindakan yang tidak 
boleh dilakukan. 
3. Sebab-Sebab Terjadinya Wanprestasi 
Dalam pelaksanaan isi perjanjian sebagaimana yang telah ditentukan 
dalam suatu perjanjian yang sah, tidak jarang terjadi wanprestasi oleh pihak 
yang dibebani kewajiban (debitur) tersebut. Tidak dipenuhinya suatu prestasi 
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atau kewajiban (wanprestasi) ini dapat dikarenakan oleh dua kemungkinan 
alasan. Dua kemungkinan alasan tersebut antara lain yakni: 
1. Karena kesalahan debitur, baik karena kesalahannya ataupun 
kelalaiannya.  
Kesalahan di sini adalah kesalahan yang menimbulkan kerugian.15 
Dikatakan orang mempunyai kesalahan dalam peristiwa tertentu kalau 
ia sebenarnya dapat menghindari terjadinya peristiwa yang merugikan 
itu baik dengan tidak berbuat atau berbuat lain dan timbulnya kerugian 
itu dapat dipersalahkan kepadanya. Dimana tentu kesemuanya 
dengan memperhitungan keadaan dan suasana pada saat peristiwa 
itu terjadi. 
Kerugian itu dapat dipersalahkan kepadanya (debitur) jika ada unsur 
kesengajaan yang merugikan itu pada diri debitur yang dapat 
dipertanggungjawabkan kepadanya. Kita katakan debitur sengaja 
kalau kerugian itu memang diniati dan dikehendaki oleh debitur, 
sedangkan kelalaian adalah peristiwa dimana seorang debitur 
seharusnya tahu atau patut menduga, bahwa dengan perbuatan atau 
sikap yang diambil olehnya akan timbul kerugian.16 Disini debitur 
belum tahu pasti apakah kerugian akan muncul atau tidak, tetapi 
sebagai orang yang normal seharusnya tahu atau bisa menduga akan 
                                                             
15 Ibid., hlm. 90. 
16 Ibid., hlm. 91. 
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kemungkinan munculnya kerugian tersebut. Dengan demikian 
kesalahan disini berkaitan dengan masalah “dapat menghindari” 
(dapat berbuat atau bersikap lain) dan “dapat menduga” (akan 
timbulnya kerugian). 
2. Karena keadaan memaksa (overmatch/force majure), di luar 
kemampuan debitur, debitur tidak bersalah. 
Keadaan memaksa ialah keadaan tidak dapat dipenuhinya prestasi 
oleh pihak debitur karena terjadi suatu peristiwa bukan karena 
kesalahannya, peristiwa mana tidak dapat diketahui atau tidak dapat 
diduga akan terjadi pada waktu membuat perikatan. Vollmar 
menyatakan bahwa overmacht itu hanya dapat timbul dari kenyataan-
kenyataan dan keadaan-keadaan tidak dapat diduga lebih dahulu. 
Dalam Hukum Anglo Saxon (Inggris) keadaan memaksa ini dilukiskan 
dengan istilah “frustration” yang berarti halangan, yaitu suatu keadaan 
atau peristiwa yang terjadi diluar tanggung jawab pihak-pihak yang 
membuat perikatan (perjanjian) itu tidak dapat dilaksanakan sama 
sekali. 
Dalam keadaan memaksa ini debitur tidak dapat dipersalahkan karena 
keadaan memaksa tersebut timbul diluar kemauan dan kemampuan 
debitur. Wanprestasi yang diakibatkan oleh keadaan memaksa bisa 
terjadi karena benda yang menjadi objek perikatan itu binasa atau 
lenyap, bisa juga terjadi karena perbuatan debitur untuk berprestasi itu 
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terhalang seperti yang telah diuraikan diatas. Keadaan memaksa yang 
menimpa benda objek perikatan bisa menimbulkan kerugian sebagian 
dan dapat juga menimbulkan kerugian total. Sedangkan keadaan 
memaksa yang menghalangi perbuatan debitur memenuhi prestasi itu 
bisa bersifat sementara maupun bersifat tetap. 
Unsur-unsur yang terdapat dalam keadaan memaksa itu ialah: 
i. Tidak dipenuhinya prestasi karena suatu peristiwa yang 
membinasakan benda yang menjadi objek perikatan, ini selalu 
bersifat tetap. 
ii. Tidak dapat dipenuhi prestasi karena suatu peristiwa yang 
menghalangi perbuatan debitur untuk berprestasi, ini dapat 
bersifat tetap atau sementara. 
iii. Peristiwa itu tidak dapat diketahui atau diduga akan terjadi pada 
waktu membuat perikatan baik oleh debitur maupun kreditur. 
Jadi bukan karena kesalahan pihak-pihak, khususnya debitur. 
4. Akibat Hukum Dari Wanprestasi 
1. Akibat hukum dari wanprestasi karena kesalahan debitur. 
Sejak kapan debitur dapat dikatakan dalam keadaan sengaja atau lalai 
tidak memenuhi prestasi, hal ini sangat perlu dipersoalkan, karena 
wanprestasi tersebut memiliki konsekuensi atau akibat hukum bagi 
debitur. Untuk mengetahui sejak kapan debitur itu dalam keadaan 
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wanprestasi maka perlu diperhatikan apakah di dalam perikatan yang 
disepakati tersebut ditentukan atau tidak tenggang pelaksanaan 
pemenuhan prestasi. 
Dalam perjanjian untuk memberikan sesuatu atau untuk melakukan 
sesuatu pihak-pihak menentukan dan dapat juga tidak menentukan 
tenggang waktu pelaksanaan pemenuhan prestasi oleh debitur. Dalam 
hal tenggang waktu pelaksanaan pemenuhan prestasi tidak ditentukan 
maka dipandang perlu untuk memperingatkan debitur guna memenuhi 
prestasinya tersebut dan dalam hal tenggang waktu pelaksanaan 
pemenuhan prestasi ditentukan maka menurut ketentuan Pasal 1238 
KUHPerdata debitur dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang 
ditentukan. 
Pasal ini menerangkan bahwa wanprestasi itu dapat diketahui dengan 
2 cara, yaitu sebagai berikut: 
i. Pemberitahuan atau somasi, yaitu apabila perjanjian tidak 
menentukan waktu tertentu kapan seseorang dinyatakan 
wanprestasi atau perjanjian tidak menentukan batas waktu 
tertentu yang dijadikan patokan wanprestasi debitur, harus ada 
pemberitahuan terlebih dahulu kepada debitur tentang 
kelalaiannya atau wanprestasinya. Jadi pada intinya ada 
pemberitahuan, walaupun dalam pasa ini dikatakan surat 
perintah atau akta sejenis. Namun yang paling penting ada 
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peringatan atau pemberitahuan kepada debitur agar dirinya 
mengetahui bahwa dirinya dalam keadaan wanprestasi. 
ii. Sesuai dengan perjanjian, yaitu jika dalam perjanjian itu 
ditentukan jangka waktu pemenuhan perjanjian dan debitur 
tidak memenuhi pada waktu tersebut, dia telah wanprestasi. 
Ketentuan Pasal 1238 KUHPerdata ini hanya mengatur tentang 
perikatan untuk memberikan sesuatu, sedangkan perikatan untuk 
berbuat sesuatu tidak ada ketentuan spesifik semacam pasal ini. 
Namun ketentuan pasal ini dapat juga diikuti oleh perikatan untuk 
berbuat sesuatu.
 
Sebaiknya ketentuan Pasal 1238 KUHPerdata ini 
dapat diperluas juga meliputi perikatan untuk berbuat sesuatu. Jadi 
dalam penyusunan hukum perikatan nasional nanti ketentuan 
semacam pasal ini dapat ditiru dan meliputi perikatan untuk 
memberikan sesuatu dan perikatan untuk berbuat sesuatu. 
Dalam perikatan untuk tidak berbuat sesuatu, prestasinya adalah tidak 
berbuat sesuatu yang telah ditetapkan dalam perjanjian. Dalam hal ini 
tidak perlu dipersoalkan apakah ditentukan jangka waktu atau tidak. 
Karena sejak perikatan itu berlaku dan selama perikatan tersebut 
berlaku, kemudian debitur melakukan perbuatan itu maka ia 
dinyatakan telah lalai (wanprestasi). 
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Adapun akibat hukum bagi debitur yang telah melakukan wanprestasi, 
adalah hukuman atau sanksi sebagai berikut: 
i. Debitur diharuskan membayar ganti kerugian yang telah diderita 
oleh kreditur. 
Ketentuan ini berlaku untuk semua perikatan. Apakah yang 
dimaksud dengan ganti rugi , kapan ganti kerugian itu timbul, 
dan apa yang menjadi ukuran ganti kerugian tersebut, dan 
bagaimana pengaturannya dalam undang-undang. Pasal 1243 
KUHPerdata: 
“penggantian biaya, rugi, dan bunga karena tidak dipenuhinya 
suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, 
setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap 
melalaikannya atau jika sesuatu yang harus diberikan atau 
dibuatnya, hanya dapat diberikan dan dibuat dalam tenggang 
waktu yang telah dilampaukannya.” 
 
Berdasarkan pasal ini, ada dua cara penentuan titik awal 
penghitungan ganti kerugian, yaitu sebagai berikut: 
a) Jika dalam perjanjian itu tidak ditentukan jangka waktu, 
pembayaran ganti kerugian dihitung sejak pihak tersebut 
telah dinyatakan lalai, tetapi tetap melalaikannya. 
b) Jika dalam perjanjian tersebut telah ditentukan jangka 
waktu tertentu, pembayaran ganti kerugian mulai dihitung 
sejak terlampauinya jangka waktu yang telah ditentukan 
tersebut. 
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Yang dimaksud dengan ganti kerugian itu ialah ganti kerugian 
yang timbul karena debitur melakukan wanprestasi karena lalai. 
Ganti kerugian itu haruslah dihitung berdasarkan nilai uang, jadi 
harus berupa uang bukan berupa barang. Berdasarkan pasal 
1246 KUHPerdata ganti kerugian terdiri dari 3 (tiga) unsur, 
yakni: 
1) Ongkos-ongkos atau biaya-biaya yang telah dikeluarkan 
(cost). 
2) Kerugian karena kerusakan, kehilangan atas barang 
kepunyaan kreditur akibat kelalaian debitur (damages). 
Kerugian di sini adalah sungguh-sungguh diderita. 
3) Bunga atau keuntungan yang diharapkan (interest). 
Dalam artian, karena debitur lalai, kreditur kehilangan 
keuntungan yang diharapkan. 
Dalam ganti kerugian itu tidak senantiasa ketiga unsur itu harus 
ada. Minimal ganti kerugian itu adalah kerugian yang 
sesungguhnya diderita oleh kreditur (unsur 2).  Meskipun 
debitur telah melakukan wanprestasi dan diharuskan membayar 
sejumlah ganti kerugian, undang-undang masih memberikan 
pembatasan-pembatasan yaitu : dalam hal ganti kerugian yang 
sebagaimana seharusnya dibayar oleh debitur atas tuntutan 
kreditur. Pembatasan-pembatasan itu diberikan undang-undang 
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sebagai bentuk perlindungan terhadap debitur dari perbuatan 
kesewenang-wenangan kreditur. Pembatasan-pembatasan 
tersebut dapat kita liat pada pasal 1247 dan 1248 KUHPerdata. 
ii. Dalam perjanjian timbal balik, wanprestasi dari satu pihak 
memberikan hak kepada pihak lainnya untuk membatalkan atau 
memutuskan perjanjian lewat hakim. 
Pasal 1266 KUHPerdata merumuskan: 
“Syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam persetujuan – 
persetujuan yang bertimbal balik, manakala salah satu pihak 
tidak memenuhi kewajibannya”. 
 
Dalam hal yang demikian, persetujuan tidak batal demi hukum, 
tetapi pembatalan harus dimintakan kepada hakim. Permintaan 
ini juga harus dilakukan, meskipun syarat batal mengenai tidak 
dipenuhinya kewajiban dinyatakan di dalam perjanjian. Jika 
syarat batal tidak dinyatakan dalam persetujuan, Hakim adalah 
leluasa untuk, menurut keadaan, atas permintaan si tergugat, 
memberikan suatu jangka waktu untuk masih juga memenuhi 
kewajibannya, jangka waktu mana namun itu tidak boleh lebih 
dari satu bulan. 
Pasal ini menerangkan bahwa secara hukum wanprestasi selalu 
dianggap sebagai syarat batal dalam suatu perjanjian sehingga 
pihak yang merasa dirugikan karena pihak lain wanprestasi, 
dapat menuntut pembatalan perjanjian melalui pengadilan, baik 
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karena wanprestasi itu dicantumkan sebagai syarat batal dalam 
perjanjian maupun tidak dicantumkan dalam perjanjian, jika 
syarat batal itu tidak dicantumkan dalam perjanjian, hakim dapat 
memberi kesempatan kepada pihak yang wanprestasi untuk 
tetap memenuhi perjanjian dengan memberikan tenggang 
waktu yang tidak lebih dari satu bulan. 
iii. Resiko beralih kepada debitur sejak saat terjadinya wanprestasi 
(Pasal 1237 KUHPerdata ayat 2). 
Ketentuan ini hanya berlaku bagi perikatan untuk memberikan 
sesuatu. Pasal 1237 KUHPerdata merumuskan: 
“Dalam hal adanya perikatan untuk memberikan suatu 
kebendaan tertentu, kebendaan itu semenjak perikatan 
dilahirkan, adalah atas tanggungan si berpiutang”. 
 
Jika si berutang lalai akan menyerahkannya, maka semenjak 
saat kelalaiannya, kebendaan adalah atas tanggungannya. 
Berdasarkan pasal ini dapat kita lihat bahwa kelalaian debitur 
dalam menyerahkan kebendaan mengalihkan resiko menjadi 
atas tanggungannya. 
iv. Membayar biaya perkara apabila diperkaran di muka hakim 
(Pasal 181 ayat 1 HIR). 
Debitur yang terbukti melakukan wanprestasi tentu dikalahkan 
dalam perkara. Ketentuan ini berlaku untuk semua perikatan. 
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v. Memenuhi perjanjian jika masih dapat dilakukan, atau 
pembatalan perjanjian disertai dengan pembayaran ganti 
kerugian (Pasal 1267 KUHPerdata). 
Ini berlaku untuk semua perikatan. Pasal 1267 KUHPerdata 
merumuskan: 
“Pihak terhadap siapa perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih 
apakah ia, jika hal itu masih dapat dilakukan, akan memaksa 
pihak yang lain untuk memenuhi perjanjian, ataukah ia akan 
menuntut pembatalan perjanjian, disertai penggantian biaya 
kerugian dan bunga” 
 
Pasal ini memberikan pilihan kepada pihak yang tidak 
menerima prestasi dari pihak lain untuk memilih dua 
kemungkinan agar tidak dirugikan, yaitu: 
a) Menuntut agar perjanjian tersebut dilaksanakan (agar 
prestasi tersebut dipenuhi), jika hal tersebut masih 
dimungkinkan. 
b) Menuntut pembatalan perjanjian. 
Pilihan tersebut dapat disertai ganti kerugian (biaya, rugi dan 
bunga) kalau ada alasan untuk itu, artinya pihak yang menuntut 
ini tidak harus menuntut ganti kerugian, walaupun hal itu 
dimungkinkan berdasarkan Pasal 1267 ini. Berdasarkan pasal 
inilah sehingga banyak sarjana menguraikan pilihan tuntutan 
kreditur tersebut menjadi lima kemungkinan tuntutan, yaitu: 
a) Pemenuhan perjanjian 
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b) Pemenuhan perjanjian disertai ganti kerugian 
c) Ganti kerugian saja 
d) Pembatalan perjanjian 
e) Pembatalan perjanjian disertai ganti kerugian 
Kemungkinan tersebut di atas, sebenarnya terdapat kekeliruan 
karena seharusnya tidak ada tuntutan ganti kerugian yang 
dapat berdiri sendiri, karena ganti kerugian itu hanya dapat 
menyertai dua pilihan utama yaitu melaksanakan perjanjian 
atau membatalkan perjanjian sehingga hanya ada empat 
kemungkinan, yaitu: 
a) Pemenuhan perjanjian 
b) Pemenuhan perjanjian disertai ganti kerugian 
c) Pembatalan perjanjian 
d) Pembatalan perjanjian disertai ganti kerugian 
2. Akibat hukum dari wanprestasi karena keadaan memaksa. 
Keadaan memaksa yang bersifat objektif dan bersifat tetap secara 
otomatis mengakhiri perikatan, dalam arti kata perikatan itu batal. Jadi 
perikatan ini dianggap tidak pernah ada (seolah-olah tak pernah 
dibuat). Jika suatu pihak telah melakukan pembayaran terhadap harga 
barang yang menjadi objek perikatan, pembayaran tersebut harus 
dikembalikan kepadanya. Bila pembayaran belum dilakukan, 
pelunasannya tidak perlu dilaksanakan (dihentikan). 
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Dalam keadaan memaksa yang bersifat subjektif dan sementara 
keadaan ini memberisi (mempunyai daya menangguhkan) dan bila 
keadaan memaksa sudah berakhir maka kewajiban berprestasi hidup 
kembali. Bila prestasi tersebut sudah tidak mempunyai arti lagi untuk 
kreditur maka perikatan menjadi gugur, dan pihak yang satu tidak 
dapat menuntut pada pihak lain. Istilah batal dan gugur di atas 
mempunyai arti yang berbeda. 
Istilah batal menunjuk kepada tidak dipenuhinya salah satu sifat 
prestasi yaitu harus mungkin dilaksanakan. Jika prestasi tidak mungkin 
dilaksanakan, maka perikatan itu tidak akan mencapai tujuan, jadi 
batal demi hukum. Sedangkan istilah gugur, prestasi memungkinkan 
untuk mencapai tujuan perikatan, tetapi berhubung keadaan 
memaksa, tujuan perikatan menjadi tidak tercapai karena terhalang 
oleh keadaan memaksa, yang mengakibatkan prestasi menjadi tidak 
berarti. Pada perikatan yang gugur pihak yang satu tidak dapat 
menuntut kepada pihak yang lainnya. 
 
C. Tinjauan Mengenai Tindak Pidana Penipuan 
1. Pengertian Dan Unsur-Unsur Tindak Pidana Penipuan 
Kejahatan penipuan (bedrog) dimuat dalam Bab XXV Buku II Kitab 
Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dari Pasal 378 sampai dengan 
Pasal 395. Judul asli bab ini adalah bedrog yang oleh banyak ahli 
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diterjemahkan sebagai penipuan. karena sesungguhnya didalam bab 
tersebut diatur sejumlah perbuatan-perbuatan yang ditujukan terhadap harta 
benda, dalam mana oleh si pelaku telah dipergunakan perbuatan-perbuatan 
yang bersifat menipu atau dipergunakan tipu muslihat.17 Terminologi 
penipuan memiliki banyak pengertian, yaitu:18 
1. Penipuan dalam arti luas, yaitu semua kejahatan yang dirumuskan 
dalam BAB XXV Buku II KUHP.  
2. Penipuan dalam arti sempit, yaitu bentuk penipuan yang dirumuskan 
dalam Pasal 378 dan 379 atau yang biasa disebut dengan oplichting. 
Pasal 378 KUHP Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan 
diri sendiri atau orang lain secara melawan hak, mempergunakan nama palsu 
atau sifat palsu ataupun mempergunakan tipu muslihat atau susunan kata-
kata bohong, menggerakan orang lain untuk menyerahkan suatu benda atau 
mengadakan suatu perjanjian hutang atau meniadakan suatu piutang, karena 
salah telah melakukan penipuan, dihukum dengan hukuman penjara selama-
lamanya empat tahun. Mengenai kejahatan penipuan pada Pasal 378 KUHP, 
Soesilo merumuskan sebagai berikut:19 
1. Kejahatan ini dinamakan penipuan, penipu itu pekerjaannya: 
i. Membujuk orang supaya memberikan barang, membuat utang 
atau menghapuskan piutang. 
                                                             
17 Lamintang, 1984, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Bandung: Sinar Baru, hlm. 262. 
18 Adami Chazawi, 2003, Kejahatan Terhadap Harta Benda, Malang: Bayumedia, hlm. 115. 
19 Lamintang, op.cit., hlm. 262-263. 
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ii. Maksud pembujukan itu ialah hendak menguntungkan diri 
sendiri atau orang lain dengan melawan hak. 
iii. Membujuknya itu dengan memakai: 
a) Nama palsu atau keadaan palsu 
b) Akal cerdik (tipu muslihat) 
c) Karangan perkataan bohong 
2. Membujuk yaitu melakukan pengaruh dengan kelicikan terhadap 
orang, sehingga orang itu menurutnya berbuat sesuatu yang apabila 
mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, ia tidak akan berbuat 
demikian itu. 
3. Tentang barang tidak disebutkan pembatasan, bahwa barang itu harus 
kepunyaan orang lain, jadi membujuk orang untuk menyerahkan 
barang sendiri, juga dapat masuk penipuan, asal elemen-elemen lain 
dipenuhinya. 
4. Seperti halnya juga dengan pencurian, maka penipuanpun jika 
dilakukan dalam kalangan kekeluargaan berlaku peraturan yang 
tersebut dalam Pasal 367 jo 394. 
Hakekat dari kejahatan penipuan itu adalah maksud untuk 
menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hak, dengan 
mempergunakan upaya-upaya penipuan seperti yang disebutkan secara 
limitatif dalam Pasal 378 KUHP. Menurut M. Sudrajat Bassar, penipuan 
adalah suatu bentuk berkicau, “sifat umum dari perbuatan berkicau itu adalah 
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bahwa orang dibuat keliru, dan oleh karena itu ia rela menyerahkan 
barangnya atau uangnya”.20 
Selanjutnya M. Sudrajat Bassar menjelaskan berdasarkan Pasal 378 
KUHP bahwa penipuan dapat dilakukan dengan bentuk:21  
1. Menggunakan nama palsu 
Nama palsu adalah nama yang berlainan dengan nama yang 
sebenarnya, akan tetapi kalau si penipu itu menggunakan nama orang 
lain yang sama namanya dengan ia sendiri, maka ia tidak dapat 
dikatakan menggunakan nama palsu, tetapi ia dapat dipersalahkan 
melakukan “tipu muslihat” atau “susunan belit dusta”. 
2. Menggunakan kedudukan palsu 
Seseorang dapat dipersalahkan menipu dengan menggunakan 
kedudukan palsu. 
3. Menggunakan tipu muslihat 
Yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah perbuatan-perbuatan 
yang dapat menimbulkan kepercayaan atas pengakuan-pengakuan 
yang sebenarnya bohong, dan atas gambaran peristiwa-peristiwa yang 
sebenarnya dibuat sedemikian rupa sehingga kepalsuan itu dapat 
mengelabuhi orang yang biasanya berhati-hati. 
4. Menggunakan susunan belit dusta 
                                                             
20 M. Sudrajat Bassar, 1986, Tindak-Tindak Pidana Tertentu Dalam KUHP, Bandung: Remaja 
Karya, hlm. 81. 
21 Ibid., hlm. 83. 
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Kebohongan itu harus sedemikian rupa berbelit-belitnya sehingga 
merupakan suatu keseluruhan yang nampaknya seperti benar atau 
betul dan tidak mudah ditemukan dimana kepalsuannya. Akal tipu ini 
suka bercampur dengan tipu muslihat yang tersebut dalam butir 3, dan 
oleh karenanya sukar dipisahkan. Untuk mengetahui tindak pidana 
penipuan dalam bentuk pokok yang lebih mendalam, maka penulis 
akan menguraikan unsur-unsur tindak pidana penipuan dalam Pasal 
378 KUHP. 
Menurut Moh. Anwar, tindak pidana penipuan dalam bentuk pokok 
seperti yang diatur dalam Pasal 378 KUHP terdiri dari unsur-unsur sebagai 
berikut:22 
1. Unsur subjektif: dengan maksud 
i. Menguntungkan diri sendiri atau orang lain 
ii. Dengan melawan hukum 
2. Unsur objektif: dengan membujuk atau menggerakkan orang lain 
dengan alat pembujuk atau penggerak 
i. Memakai nama palsu 
ii. Memakai keadaan palsu 
iii. Rangkaian kata-kata bohong 
iv. Tipu muslihat: 
                                                             
22
 Moch Anwar, 1989, Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II) jilid I, Bandung: Citra 
Aditya Bhakti, hlm. 40-41. 
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a) Agar menyerahkan suatu barang 
b) Membuat hutang 
c) Menghapus piutang 
Unsur subyektif dengan maksud adalah kesengajaan. Ada tiga corak 
kesengajaan yaitu: 
1. Kesengajaan sebagai maksud untuk mencapai suatu tujuan. 
2. Kesengajaan dengan sadar kepastian. 
3. Kesengajaan sebagai sadar kemungkinan. 
Kata dengan maksud “diartikan tujuan terdekat bila pelaku masih 
membutuhkan tindakan lain untuk mencapai maksud itu harus ditujukan 
kepada menguntungkan dengan melawan hukum, hingga pelaku harus 
mengetahui bahwa keuntungan yang menjadi tujuannya itu harus bersifat 
melawan hukum.” Unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan 
jalan melawan hukum. Syarat dari melawan hukum harus selalu dihubungkan 
dengan alat-alat penggerak atau pembujuk yang dipergunakan. 
Sebagaimana diketahui arti melawan hukum menurut Sudarto ada tiga 
pendapat yaitu: 
1. Bertentangan dengan hukum. 
2. Bertentangan dengan hak  orang lain. 
3. Tanpa kewenangan atau tanpa hak, hal ini tidak perlu bertentangan 
dengan hukum. 
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Pengertian melawan hukum menurut sifatnya juga dibedakan menjadi 
dua yaitu: 
1. Melawan hukum yang bersifat formil yaitu suatu perbuatan itu bersifat 
melawan hukum apabila perbuatan diancam pidana dan dirumuskan 
sebagai suatu delik dalam undang-undang, sedang sifat hukumnya 
perbuatan itu dapat haus hanya berdasarkan suatu ketentuan undang-
undang, jadi menurut ajaran ini melawan hukum sama dengan 
melawan hukum atau bertentangan dengan undang-undang (hukum 
tertulis). 
2. Melawan hukum yang bersifat materiil yaitu suatu perbuatan itu 
melawan hukum atau tidak, tidak hanya yang terdapat dalam undang-
undang (yang tertulis) saja, akan tetapi harus dilihat berlakunya asas-
asas hukum yang tidak tertulis, sifat melawan hukumnya perbuatan 
yang nyata-nyata masuk dalam rumusan delik itu dapat hapus 
berdasarkan ketentuan undang-undang dan juga berdasarkan aturan-
aturan yang tidak tertulis. 
Sedangkan menurut Moch. Anwar melawan hukum berarti 
bertentangan dengan kepatutan yang berlaku didalam kehidupan 
masyarakat. Suatu keuntungan bersifat tidak wajar atau tidak patut menurut 
pergaulan masyarakat dapat terjadi, apabila keuntungan ini diperoleh karena 
penggunaan alat-alat penggerak atau pembujuk, sebab pada keuntungan ini 
masih melekat kekurangpatutan dari alat-alat penggerak atau pembujuk yang 
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dipergunakan untuk memperoleh keuntungan itu. Jadi ada hubungan kasual 
antara penggunaan alat-alat penggerak atau pembujuk dari keuntungan yang 
diperoleh dengan alat-alat penggerak atau pembujuk dari keuntungan yang 
diperoleh. Meskipun keuntungan itu mungkin bersifat wajar, namun apabila 
diperoleh dengan alat-alat penggerak atau pembujuk tersebut di atas, tetap 
keuntungan itu akan bersifat melawan hukum.23 
Adapun arti menguntungkan adalah setiap perbaikan dalam posisi 
atau nasib kehidupan yang diperoleh atau yang akan dicapai oleh pelaku. 
Pada umumnya perbaikan ini terletak di dalam bidang harta kekayaan 
seseorang. Tetapi menguntungkan tidak terbatas pada memperoleh setiap 
keuntungan yang dihubungkan dengan perbuatan penipuan itu atau yang 
berhubungan dengan akibat perbuatan penipuan, tetapi lebih luas, bahkan 
memperoleh pemberian barang yang dikehendaki dan yang oleh orang lain 
dianggap tidak bernilai termasuk juga pengertian menguntungkan. 
Alat pembujuk atau penggerak yang dipergunakan dalam perbuatan 
membujuk atau menggerakan orang agar menyerahkan sesuatu barang 
terdiri atas empat jenis cara yaitu: 
1. Nama palsu 
Penggunaan nama yang bukan nama sendiri, tetapi nama orang lain, 
bahkan penggunaan nama yang tidak dimiliki oleh siapapun juga 
termasuk didalam penggunaan nama palsu. Dalam nama ini termasuk 
                                                             
23 Ibid., hlm. 56. 
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juga nama tambahan dengan syarat yang harus tidak dikenal oleh 
orang lain. 
2. Keadaan atau sifat palsu 
Pemakaian keadaan atau sifat palsu adalah pernyataan dari 
seseorang, bahwa ia ada dalam suatu keadaan tertentu, keadaan 
mana memberikan hak-hak kepada orang yang ada dalam keadaan 
itu, misalnya seseorang swasta mengaku anggota polisi, atau 
mengaku petugas PLN. 
3. Rangkaian kata-kata bohong 
Disyaratkan bahwa harus terdapat beberapa kata bohong yang 
diucapkan, suatu kata bohong saja dianggap tidak cukup sebagai alat 
penggerak ataupun alat bujuk. Rangkaian kata-kata bohong yang 
diucapkan secara tersusun, hingga merupakan suatu cerita yang 
dapat diterima sebagai sesuatu yang logis dan benar. Jadi kata-kata 
itu tersusun hingga kata-kata yang satu membenarkan atau 
memperkuat kata yang lain. 
4. Tipu muslihat 
Tipu muslihat adalah perbuatan-perbuatan yang dilakukan sedemikian 
rupa, hingga perbuatan-perbuatan itu menimbulkan kepercayaan atau 
keyakinan atas kebenaran dari sesuatu kepada orang lain. Jadi tidak 
terdiri atas ucapan, tetapi atas perbuatan atau tindakan suatu 
perbuatan saja sudah dapat dianggap sebagai tipu muslihat. 
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Menunjukkan surat-surat yang palsu, memperlihatkan barang yang 
palsu adalah tipu muslihat. 
Keempat alat pembujuk atau penggerak ini dapat dipergunakan secara 
alternatif maupun secara komulatif. Unsur obyektif membujuk atau 
menggerakkan orang agar menyerahkan, sebenarnya lebih tepat 
dipergunakan istilah menggerakkan dari pada istilah membujuk, untuk 
melepaskan setiap hubungan dengan penyerahan (levering) dalam 
pengertian hukum perdata. Dalam perbuatan menggerakkan orang untuk 
menyerahkan harus disyaratkan adanya hubungan kasual antara alat 
penggerak itu dan penyerahan barang dan sebagainya. 
Penyerahan sesuatu barang yang telah terjadi sebagai akibat 
penggunaan alat penggerak atau pembujuk itu belum cukup terbukti tanpa 
mengemukakan pengaruh-pengaruh yang ditimbulkan karena dipergunakan 
alat-alat penggerak atau pembujuk itu. Alat itu pertama-tama harus 
menimbulkan dorongan didalam jiwa seseorang untuk menyerahkan sesuatu 
barang. Fisik  dari korban karena penggunaan alat penggerak atau pembujuk 
tergerak sedemikian rupa, hingga orang itu melakukan penyerahan barang 
itu. Tanpa penggunaan alat atau cara itu korban tidak akan tergerak fisiknya 
dan penyerahan sesuatu tidak akan terjadi. 
Penggunaan cara-cara atau alat-alat penggerak itu menciptakan suatu 
situasi yang tepat untuk menyesatkan seseorang yang normal, hingga orang 
itu terpedaya karenanya. Apabila orang yang dibujuk atau digerakkan 
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mengetahui atau memahami, bahwa alat-alat penggerak atau pembujuk itu 
tidak benar atau bertentangan dengan kebenaran, maka fisiknya tidak 
tergerak dan karenanya ia tidak benar atau bertentangan dengan kebenaran, 
maka fisiknya tidak tergerak dan karenanya ia tidak tersesat atau terpedaya, 
hingga dengan demikian tidak terdapat perbuatan penggerakan atau 
membujuk dengan alat-alat penggerak atau pembujuk, meskipun orang lain 
menyerahkan barangnya. 
Kata-kata “untuk mengadakan suatu perikatan utang“ di dalam 
rumusan tindak pidana penipuan, oleh beberapa orang penerjemah WVS 
telah diartikan secara tidak sama, yakni ada yang telah menerjemahkan 
dengan kata-kata “supaya memberi utang“ dan ada pula yang telah 
menerjemahkan dengan kata-kata “supaya membuat utang“. Kata-kata 
“perikatan utang“ dalam rumusan Pasal 378 KUHP itu mempunyai arti yang 
sifatnya umum menurut tata bahasa, dan bukan mempunyai arti menurut BW. 
Perikatan utang seperti itu dapat dibuat dalam berbagai perjanjian kredit di 
depan notaris, akan tetapi juga dapat dibuat dalam berbagai bentuk tulisan, 
misalnya dalam bentuk kwitansi yang harus ditandatangani oleh orang yang 
ditipu seolah-olah orang tersebut mempunyai utang sebesar uang yang 





2. Jenis-Jenis Tindak Pidana Penipuan 
Tindak pidana penipuan yang diatur dalam buku II bab XXV pasal 378 – 395 
KUHP. Pasal-pasal tersebut menjelaskan tentang jenis-jenis tindak pidana 
penipuan dalam KUHP yaitu:24 
1. Pasal 378 KUHP mengenai tindak pidana penipuan dalam bentuk 
pokok. Unsur pokok tindakan penipuan dalam Pasal 378 KUHP adalah 
terletak pada cara/upaya yang telah digunakan oleh si pelaku untuk 
menggerakan orang lain agar menyerahkan sesuatu barang; 
2. Pasal 379 KUHP mengenai tindak pidana penipuan ringan. Kejahatan 
ini merupakan bentuk geprivilegeerd atau suatu penipuan dengan 
unsur-unsur meringankan; 
3. Pasal 379 a KUHP merupakan bentuk pokok dari apa yang disebut 
penarikan botol (flessentrekkerij) yang mengatur tentang tindak pidana 
kebiasaan membeli barang tanpa membayar lunas harganya. Tindak 
pidana ini merupakan suatu mata pencaharian atau kebiasaan dari 
pelaku. Dalam bahasa asing kejahatan ini dinamakan flessentrekkerij. 
Dan baru dimuat dalam KUHP pada tahun 1930. Kejahatan ini 
biasanya banyak terjadi di kota-kota besar, yaitu orang yang biasanya 
membeli secara bon barang-barang untuk dirinya sendiri atau orang 
lain dengan maksud sengaja tidak akan membayar lunas. Model yang 
dilakukan biasanya dengan mencicil atau kredit. Dengan barang yang 
                                                             
24 Ibid., hlm. 90. 
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sudah diserahkan apabila pembeli tidak membayarnya lunas, 
sehingga merugikan penjual. Dalam hukum perdata hal ini disebut wan 
prestasi. Akan tetapi, apabila sudah dijadikan mata pencaharian atau 
kebiasaan seperti maksud semula tidak ingin membayar lunas, maka 
disebut tindak pidana; 
4. Pasal 380 ayat 1-2 KUHP yaitu tindak pidana pemalsuan nama dan 
tanda atas sesuatu karya cipataan orang. Pasal ini dibuat bukan untuk 
melindungi hak cipta seseorang, melainkan untuk melindungi 
konsumen terhadap perbuatan-perbuatan yang bersifat menipu oleh 
orang-orang tertentu. Selain itu, perbuatan ini juga melanggar ayat (1) 
Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta, yang 
berbunyi: “Dalam Undang-undang ini Ciptaan yang dilindungi adalah 
Ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, yang 
mencakup: buku, Program Komputer, pamflet, perwajahan (lay out) 
karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lain; ceramah, 
kuliah, pidato, dan Ciptaan lain yang sejenis dengan itu; alat peraga 
yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan; lagu 
atau musik dengan atau tanpa teks; drama atau drama musikal, tari, 
koreografi, pewayangan, dan pantomim; seni rupa dalam segala 
bentuk seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, 
seni patung, kolase, dan seni terapan; arsitektur; peta; seni batik; 
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fotografi; sinematografi; terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, 
database, dan karya lain dari hasil pengalihwujudan”; 
5. Pasal 381 KUHP mengenai penipuan pada pertanggungan atau 
perasuransian. Unsur pembeda dari tindak pidana ini dengan tidak 
pidana penipuan yang lainnya adalah adanya unsur subjektif 
penanggung asuransi dan unsur objektif mengenai tipu muslihat 
terhadap keadaan yang berhubungan dengan pertanggungan itu; 
6. Pasal 382 KUHP mengatur mengenai tindak pidana yang 
menimbulkan kerusakan pada benda yang dipertanggungkan. 
Ketentuan ini mengatur mengenai barang yang dipertanggungkan di 
asuransi sengaja dirusak dengan jalan melawan hukum untuk 
mendapatkan keuntungan baik sendiri maupun orang lain; 
7. Pasal 382 bis KUHP mengatur mengenai tindak pidana persaingan 
curang atau oneerlijke mededinging. Tindak pidana ini dilakukan 
dengan menyesatkan khalyak umum atau orang tertentu sehingga 
merugikan saingannya atau saingan orang lain; 
8. Pasal 383 KUHP mengatur tindak pidana penipuan dalam jual-beli. 
Tindak pidana penipuan ini terjadi ketika penjual dengan sengaja tidak 
menyerahkan barang yang ditunjuk untuk dibeli dan/atau melakukan 
tipu muslihat mengenai jenis benda, keadaan benda atau jumlah 
benda; 
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9. Pasal 383 bis KUHP mengatur penipuan dalam penjualan beberapa 
salinan (kognosement). Pemegang surat pengangkutan dilaut 
(konosemen) yang dengan sengaja mempunyai beberapa lembar 
surat konosemen serta telah diikat dengan perjanjian utang untuk 
keperluan beberapa orang yang mendapatnya. 
 
D. Sistem Peradilan di Indonesia 
1. Pengertian Sistem Peradilan Secara Umum 
Pengadilan adalah badan atau instansi resmi yang melaksanakan 
sistem peradilan berupa memeriksa, mengadili, dan memutus perkara. 
Bentuk dari sistem Peradilan yang dilaksanakan di Pengadilan adalah 
sebuah forum publik yang resmi dan dilakukan berdasarkan hukum acara 
yang berlaku di Indonesia untuk menyelesaikan perselisihan dan pencarian 
keadilan baik dalam perkara sipil, buruh, administratif maupun kriminal. 
Setiap orang memiliki hak yang sama untuk membawa perkaranya ke 
Pengadilan baik untuk menyelesaikan perselisihan maupun untuk meminta 
perlindungan di pengadilan bagi pihak yang di tuduh melakukan kejahatan. 
Sedangkan Peradilan adalah segala sesuatu atau sebuah proses yang 
dijalankan di Pengadilan yang berhubungan dengan tugas memeriksa, 
memutus dan mengadili perkara dengan menerapkan hukum dan/atau 
47 
menemukan hukum “in concreto” (hakim menerapkan peraturan hukum 
kepada hal-hal yang nyata yang dihadapkan kepadanya untuk diadili dan 
diputus) untuk mempertahankan dan menjamin ditaatinya hukum materiil, 
dengan menggunakan cara prosedural yang ditetapkan oleh hukum formal. 
Dari kedua uraian diatas dapat dikatakan bahwa, pengadilan adalah lembaga 
tempat subjek hukum mencari keadilan, sedangkan peradilan adalah sebuah 
proses dalam rangka menegakkan hukum dan keadilan atau suatu proses 
mencari keadilan itu sendiri. 
 
2. Pengertian Sistem Peradilan Pidana dan Perdata 
1) Pengertian Sistem Peradilan Pidana 
Sistem peradilan merupakan sistem penanganan perkara sejak 
adanya pihak yang merasa dirugikan atau sejak adanya sangkaan seseorang 
telah melakukan perbuatan pidana hingga pelaksanaan putusan hakim. 
Khusus bagi sistem peradilan pidana, sebagai suatu jaringan, sistem 
peradilan pidana mengoperasionalkan hukum pidana sebagai sarana utama, 
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Sistem peradilan pidana lebih banyak menempatkan peran hakim 
dihadapkan pada tuntutan pemenuhan kepentingan umum (public) dan 
penentuan nasib seseorang, ketimbang perkara yang lain. Oleh karenanya 
terjadinya suatu perbuatan pidana menimbulkan dampak pada munculnya 
tugas dan wewenang para penegak hukum untuk mengungkap siapa pelaku 
sebenarnya (aktor intelektual) dari perbuatan pidana tersebut. 
Sistem Peradilan Pidana (SPP) berasal dari kata yaitu “sistem” dan 
“peradilan pidana”. Pemahaman mengenai ”sistem” dapat diartikan sebagai 
suatu rangkaian diantara sejumlah unsur yang saling terkait untuk mencapai 
tujuan tertentu. Dalam pandangan Muladi pengertian sistem harus dilihat 
dalam konteks, baik sebagai physical system dalam arti seperangkat elemen 
yang secara terpadu bekerja untuk mencapai suatu tujuan dan sebagai 
abstract system dalam arti gagasan-gagasan yang merupakan susunan yang 
teratur yang satu sama lain saling ketergantungan.26 
Menurut Muladi, sistem peradilan pidana sesuai dengan makna dan 
ruang lingkup sistem dapat bersifat phisik dalam arti sinkronisasi struktural 
(structural syncronization) dalam arti keselarasan mekanisme administrasi 
                                                             
25 Yesmil Anwar dan Adang, 2009, Sistem Peradilan Pidana (Konsep, Komponen, dan 
Pelaksanaannya Dalam Penegakan Hukum di Indonesia), Bandung: Widya Padjajaran, 
hlm. 37. 
26
 Muladi, 1995, Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana, Semarang: BP Universitas 
Diponegoro, hlm 10. 
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peradilan pidana, dapat pula bersifat substansial (substancial syncronization) 
dalam kaitannya dengan hukum positif yang berlaku, dan dapat pula bersifat 
kultural (cultural syncronization) dalam arti menghayati pandangan, sikap, 
dan falsafah yang secara menyeluruh mendasari jalannya sistem peradilan 
pidana.27 
Apabila dikaji dari etimologis, maka ”sistem” mengandung arti 
terhimpun (antar) bagian atau komponen (subsistem) yang saling 
berhubungan secara beraturan dan merupakan suatu keseluruhan. 
Sedangkan ”peradilan pidana” merupakan suatu mekanisme pemeriksaan 
perkara pidana yang bertujuan untuk menghukum atau membebaskan 
seseorang dari suatu tuduhan pidana. Dalam kaitannya dengan peradilan 
pidana, maka dalam implementasinya dilaksanakan dalam suatu sistem 
peradilan pidana. Tujuan akhir dari peradilan ini tidak lain adalah pencapaian 
keadilan bagi masyarakat. 
Sistem Peradilan Pidana atau “Criminal Justice System” kini telah 
menjadi suatu istilah yang menunjukan mekanisme kerja dalam 
penanggulangan kejahatan dengan mempergunakan dasar pendekatan 
sistem. Sistem peradilan pidana untuk pertama kali diperkenalkan oleh pakar 
hukum pidana dan ahli dalam criminal justice system di Amerika Serikat 
sejalan dengan ketidakpuasan terhadap mekanisme kerja aparatur penegak 
hukum dan institusi penegak hukum. Ketidakpuasan ini terbukti dari 
                                                             
27 Muladi, op.cit., hal. 13. 
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meningkatnya kriminalitas di Amerika Serikat pada tahun 1960-an. Pada 
masa itu pendekatan yang dipergunakan dalam penegakan hukum adalah 
”hukum dan ketertiban” (law and order approach) dan penegakan hukum 
dalam konteks pendekatan tersebut dikenal dengan istilah ”law enforcement”. 
Sistem Peradilan Pidana adalah sistem yang dibuat untuk 
menanggulangi masalah-masalah kejahatan yang dapat mengganggu 
ketertiban dan mengancam rasa aman masyarakat, merupakan salah satu 
usaha masyarakat untuk mengendalikan terjadinya kejahatan agar berada 
dalam batas-batas toleransi yang dapat diterima. Pelaksanaan peradilan 
pidana adalah upaya untuk menanggulangi kejahatan yang terjadi di 
masyarakat dengan mengajukan para pelaku kejahatan ke pengadilan 
sehingga menimbulkan efek jera kepada para pelaku kejahatan dan 
membuat para calon pelaku kejahatan berpikir dua kali sebelum melakukan 
kejahatan.28 
Sistem peradilan pidana di Indonesia merupakan terjemahan sekaligus 
penjelmaan dari Criminal Justice System, yang merupakan suatu sistem yang 
dikembangkan di Amerika Serikat yang dipelopori oleh praktisi hukum (law 
enforcement officers). Dengan kata lain sistem peradilan pidana merupakan 
istilah yang digunakan sebagai padanan dari Criminal Justice System. Sistem 
peradilan pidana pada hakekatnya merupakan suatu proses penegakan 
                                                             
28
 Abdussalam dan DPM Sitompul, 2007, Sistem Peradilan Pidana, Jakarta: Restu Agung, 
hlm. 4. 
51 
hukum pidana. Oleh karena itu berhubungan erat sekali dengan perundang-
undangan pidana itu sendiri, baik hukum substantif maupun hukum acara 
pidana, karena perundang-undangan pidana itu pada dasarnya merupakan 
penegakan hukum pidana ”in abstracto” yang akan diwujudkan dalam 
penegakan hukum ”in concreto”. 
Pentingnya peranan perundang-undangan pidana dalam sistem 
peradilan pidana, karena perundang-undangan tersebut memberikan 
kekuasaan pada pengambil kebijakan dan memberikan dasar hukum atas 
kebijakan yang diterapkan. Lembaga legislatif berpartisipasi dalam 
menyiapkan kebijakan dan memberikan langkah hukum untuk 
memformulasikan kebijakan dan menerapkan program kebijakan yang telah 
ditetapkan. Jadi, semua merupakan bagian dari politik hukum yang pada 
hakekatnya berfungsi dalam tiga bentuk, yakni pembentukan hukum, 
penegakan hukum, dan pelaksanaan kewenangan dan kompetensi. 
Sistem Peradilan Pidana yang Terpadu (SPPT) atau Integrated 
Criminal Justice System (ICJS) merupakan unsur hukum pidana yang sangat 
penting dalam kerangka penegakan hukum pidana materil. Philip. P. Purpura 
menyatakan bahwa sistem peradilan pidana (criminal justice system) 
merupakan suatu sistem yang terdiri dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, 
dan Lembaga Pemasyarakatan yang bertujuan untuk melindungi dan 
menjaga ketertiban masyarakat, mengendalikan kejahatan, melakukan 
penangkapan, dan penahanan terhadap pelaku kejahatan, memberikan 
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batasan bersalah atau tidaknya seseorang, memidana pelaku yang bersalah 
dan melalui komponen sistem secara keseluruhan dapat memberikan 
perlindungan hukum terhadap hak-hak terdakwa.29 
Berbagai literatur pengertian Sistem Peradilan Pidana (SPP) merujuk 
pada konsep hukum yang bukan sekedar ketentuan normatifnya saja. 
Termasuk di dalamnya dasar teori, filosofi, dan konsepnya. Sementara 
pengertian hukum acara pidana merujuk pada hanya ketentuan normative 
saja. Konkritnya, hukum acara pidana adalah pasal-pasal ketentuan 
procedural yang dirumuskan dalam undang-undang yang mengatur tentang 
acara peradilan pidana. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa SPP adalah 
hukum acara pidana dalam arti yang luas sementara hukum acara pidana 
saja adalah SPP dalam arti sempit.30 
Menurut Wirjono Prodjodikoro, hukum acara pidana selalu 
berhubungan erat dengan adanya hukum pidana. Dengan demikian diartikan 
bahwa hukum acara pidana adalah rangkaian peraturan-peraturan yang 
memuat cara bagaimana aparatur penegak hukum yang sudah ditentukan 
bertindak guna mencapai tujuan negara dengan mengadakan hukum pidana. 
Dalam hukum pidana diatur “bila”, kepada “siapa” dan “bagaimana” hakim 
                                                             
29 Sidik Sunaryo, 2005, Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana, Malang: UMM Press, hlm. 2. 
30
 Luhut M.P. Pangaribuan, 2013, Hukum Acara Pidana: Surat Resmi Advokat di Pengadilan, 
Depok Timur: Papas Sinar Sinanti, hlm. 13. 
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dapat menjatuhkan pidana.31 Singkatnya, hukum acara pidana diadakan 
terbatas hanya untuk melaksanakan ketentuan hukum pidana saja dan dari 
sudut pandang negara. 
 
2) Pengertian Sistem Peradilan Perdata 
Sebelum kita membahas apa yang dimaksud dengan hukum acara 
perdata, ada baiknya dikemukakan tentang pengertian hukum itu sendiri. 
Mochtar Kusumaatmadja menyatakan bahwa hukum yang memadai tidak 
hanya memandang hukum itu sebagai suatu perangkat kaídah dan asas-
asas yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat, tetapi juga harus 
mencakup lembaga (institution) dan proses (proceses) yang diperlukan untuk 
mewujudkan hukum itu dalam kenyataan. Dari pengertian itu dapatlah 
diketahui bahwa hukum itu meliputi hukum material dan hukum formal. 
Hukum materiil terwujud dalam bentuk undang-undang dan hukum 
tidak tertulis yang merupakan pedoman bagi warga masyarakat tentang 
bagaimana orang selayaknya berbuat atau tidak berbuat dalam masyarakat, 
yang pada hakekatnya untuk melindungi kepentingan manusia. Akan tetapi 
hukum bukanlah semata-mata sebagai pedoman untuk dibaca, dilihat atau 
diketahui saja, melainkan harus dilaksanakan dan ditaati. 
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 Wirjono Prodjodikoro, 1970, Hukum Atjara Pidana di Indonesia, Bandung: Sumur Bandung, 
hlm. 13. 
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Pelaksanaan hukum materiil, khususnya hukum perdata materiil, dapat 
berlangsung secara diam-diam di antara para pihak yang bersangkutan tanpa 
melalui pejabat atau instansi resmi. Akan tetapi bila hukum perdata materiil 
itu dilanggar sehingga menimbulkan kerugian bagi pihak lain, maka akan 
terjadi gangguan keseimbangan kepentingan dalam masyarakat. Dalam hal 
demikian maka hukum materiil perdata yang telah dilanggar tadi harus 
dipertahankan atau ditegakkan kembali. 
Untuk melaksanakan atau mempertahankan hukum perdata materiil 
dalam hal adanya tuntutan hak, diperlukan rangkaian peraturan hukum lain di 
samping hukum materiil perdata itu sendiri. Peraturan hukum inilah yang 
disebut dengan hukum perdata formal atau hukum acara perdata. Hukum 
acara perdata diperuntukkan untuk menjamin ditaatinya hukum perdata 
materiil. Ketentuan acara perdata pada umumnya tidak membebani hak dan 
kewajiban seperti halnya hukum perdata materiil, tetapi melaksanakan dan 
mempertahankan atau menegakkan hukum materiil perdata. 
Secara umum, dapatlah diartikan bahwa hukum acara perdata adalah 
sekumpulan peraturan yang mengatur tentang cara bagaimana seseorang 
harus bertindak terhadap orang lain, terhadap Negara atau badan hukum 
(demikian juga sebaliknya) seandainya hak dan kepentingan mereka 
terganggu, melalui suatu badan yang disebut badan peradilan, sehingga 
terdapat tertib hukum. 
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Hukum acara perdata bukanlah hanya sekedar pelengkap saja, tetapi 
mempunyai kedudukan yang penting dalam melaksanakan atau menegakkan 
hukum perdata materiil. Hukum pedata materiil tidak dapat berdiri sendiri 
terlepas sama sekali dari hukum acara perdata, sebaliknya hukum acara 
perdata sebagai upaya untuk menjamin dilaksanakannya hukum perdata 
materiil tidak mungkin berdiri sendiri tanpa hukum perdata materiil. Hukum 
perdata materiil hanya dapat dipertahankan dan ditegakkan melalui peradilan 
dengan hukum acara perdata sebagai hukum formal.  
Sebagai hukum perdata formal, hukum acara perdata yang merupakan 
hukum atau peraturan yang mengatur cara melaksanakan tuntutan hak, 
merupakan aturan permainan (spelregels) dalam melaksanakan tuntutan hak 
itu. Dengan demikian hukum acara perdata mempunyai fungsi yang penting, 
karenanya harus bersifat formal dan mengikat. Tidak boleh disimpangi dan 
bersifat memaksa bagi semua pihak yang menggunakannya. 
Melihat tinjaun di atas, dapat dikatakan bahwa pelanggaran terhadap 
hukum perdata materil akan menimbulkan perkara peradata. Di dalam negara 
yang berdasarkan hukum cara menyelesaikan perkara perdata tersebut tidak 
boleh dengan cara menghakimi sendiri, melainkan harus dengan cara yang 
diatur dalam hukum acara perdata. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa 
yang dimaksud hukum acara perdata adalah peraturan hukum yang 
mengatur bagaimana cara menyelesaikan perkara perdata melalui badan 
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peradilan. Hal-hal yang terkait dengan cara menyelesaikan perkara perdata 
melalui badan peradilan, semuanya diatur dalam hukum acara perdata. 
 
3. Tujuan Hukum Acara Pidana dan Perdata 
1) Tujuan Hukum Acara Pidana 
Tujuan hukum acara pidana antara lain dapat dibaca pada Pedoman 
Pelaksanaan KUHP yang dikeluarkan oleh Menteri Kehakiman yaitu untuk 
mencari dan mendapatkan atau setidak-tidaknya mendekati kebenaran 
materill, ialah kebenaran yang selengkap-lengkapnya dari suatu perkara 
pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan 
tepat dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan 
melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan 
dan putusan dari pengadilan guna menemukan apakah terbukti bahwa suatu 
tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat 
dipersalahkan.32 
 Van Bemmelen mengemukakan tiga fungsi hukum acara pidana yaitu 
sebagai berikut:33 
1. Mencari dan menemukan kebenaran 
2. Pemberian keputusan oleh hakim 
3. Pelaksanaan keputusan. 
                                                             
32
 Andi Hamzah, 2012, Hukum Acara Pidana Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 7-8. 
33
 Ibid., hlm. 8. 
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Dari ketiga fungsi di atas, yang paling penting karena menjadi 
tumpuan kedua fungsi berikutnya, ialah “mencari kebenaran”. Setelah 
menemukan kebenaran yang diperoleh melalui alat bukti dan bahan bukti 
itulah, hakim akan sampai kepada putusan, yang kemudian dilaksanakan 
oleh jaksa. 
Pelaksanaan sistem peradilan pidana masih memiliki banyak 
kelemahan dalam berbagai aspek. Kelemahan tersebut salah satunya 
bersumber dari perangkat hukum positif yang belum sepenuhnya mendukung 
terciptanya sistem peradilan pidana yang transparan, akuntabel. Kelemahan-
kelemahan tersebut dapat turut mempengaruhi kegagalan sistem peradilan 
pidana dalam mencapai tujuannya. Pada gilirannya, akan menghambat 
upaya pengendalian kejahatan di masyarakat karena pada dasarnya, 
menurut Mardjono Reksodiputro, sistem peradilan pidana merupakan salah 
satu usaha masyarakat untuk mengendalikan terjadinya kejahatan agar 
berada dalam batas toleransi yang dapat diterimanya.34 
Sedangkan fungsi dan tujuan dari SPPT seperti yang digambarkan 
oleh Davies, Croall, and Tyrer sebagai berikut:35 
                                                             
34 Mardjono Reksodiputro, 1994, Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana, Jakarta: Pusat 
Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Sumatera Utara, hlm. 140. 
35
 Davies, Croall, and Tyrer, 1995, An Introduction the Criminal Justice System in England 
and Wales, London: Longman, hlm. 4. 
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1. Protecting the public by preventing and dettering crime, by 
rehabilitating offenders in incapitating others who continue a persistant 
threat to the community. 
2. Upholding and promoting the rule of law and respect for the law, by 
ensuring due process and proper treatment of suspect, arrestees, 
defendand and those held in custody, successfully prosecuting 
criminal and acquitting innoncent people accused of a crime. 
3. Maintaining law and order. 
4. Punishing criminals with regard to the principles of just deserts. 
5. Registering social disapproval of censured behaviour by punishing 
criminals. 
6. Aiding and 
7. Advising the victim of crime. 
Memaparkan dengan bahasa yang lebih sederhana Loebby Loqman 
berpendapat tujuan sistem peradilan pidana adalah menghilangkan kejahatan 





                                                             
36
 Loebby Loqman, 2002, Hak Asasi Manusia dalam Hukum Acara Pidana, Jakarta, Datacom, 
hlm. 22-23. 
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2) Tujuan Hukum Acara Perdata 
Hukum perdata formil  atau hukum acara perdata bertujuan untuk 
menegakkan, mempertahankan dan menjamin ditaatinya hukum perdata 
materiil. Disebut formil, karena mengatur proses penyelesaian perkara 
perdata secara formil melalui lembaga yang berwenang (lembaga peradilan) 
yang didasarkan pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Sedang 
perkataan acara, berarti acara (proses) penyelesaian perkara perdata 
tersebut haruslah dilakukan oleh lembaga peradilan, dengan melalui tahap-
tahap tertentu. Dalam literature hukum acara perdata, kita dapat menemukan 
batasan pengertian dari hukum acara perdata yang dikemukakan oleh para 
ahli, yang meskipn perumusannya berbeda-beda, tetapi pada prinsipnya 
mengandung tujuan yang sama. 
Kalau disimpulkan, bahwa hukum acara perdata ialah hukum yang 
mengatur bagaimana caranya orang mengajukan perkara ke pengadilan, 
bagaimana caranya pihak yang terserang kepentingannya mempertahankan 
diri, agaimana hakim bertindak terhadap pihak-pihak yang berperkara 
sekaligus memutus perkara tersebut dengan adil, bagaimana cara 
melaksanakan putusan hakim, yang kesemuanya bertujuan agar hak dan 





4. Model-Model Sistem Peradilan Pidana 
Berbagai teori berkaitan dengan sistem peradilan pidana (criminal 
justice system). Ada yang menggunakan pendekatan dikotomi dan atau 
pendekatan trikotomi.37 Pendekatan dikotomi umumnya digunakan oleh 
teoritisi hokum pidana di Amerika Serikat. Herbert Packer, seorang ahli 
hukum dari Universitas Stanford, menggunakan pendekatan normatif yang 
berorientasi pada nilai-nilai praktis dalam melaksanakan mekanisme proses 
peradilan pidana. Terdapat dua model dalam pendekatan dikotomi. Pertama, 
Crime Control Model (CCM), pemberantasan kejahatan merupakan fungsi 
terpenting dan harus diwujudkan dari suatu proses peradilan pidana, 
sehingga perhatian utama harus ditujukan pada efisiensi proses peradilan 
pidana.38 
Sistem nilai dari CCM dibangun berdasarkan pada proporsi bahwa “the 
repression of the criminal conduct is by far the most important function to be 
performed by the criminal process”. Oleh karena itu, suatu SPP dengan 
model CCM selalu menggunakan merode penekanan pada pelaku kejahatan 
atau “the repression of the criminal conduct” dan hal itu dilakukan utamanya 
lebih ditujukan pada “the efficiency”. Dengan begitu “the criminal process 
operates to screen suspect determine guilt, and secure appropriate 
                                                             
37 Romli Atmasasmita, 1995, Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi, Bandung: 
Mandar Maju, hlm. 87. 
38 Ibid., hlm. 87. 
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dispositions of persons conviction of crime which way (i) de-emphasize 
adversary aspect of the process, (ii) a presumption of guilt before the suspect 
become a defendant”.39  
Titik tekan pada model ini adalah efektifitas, yaitu kecepatan dan 
kepastian. Pembuktian kesalahan tersangka sudah diperoleh di dalam proses 
pemeriksaan oleh petugas kepolisian. Presumption of guilty digunakan untuk 
mempercepat memproses tersangka atau terdakwa ke sidang pengadilan. 
Nilai-nilai yang rnelandasi crime control model adalah tindakan represif 
terhadap suatu tindakan kriminal merupakan fungsi terpenting dari suatu 
proses peradilan. 
Perhatian utama harus ditujukan kepada efisiensi dari suatu 
penegakan hukum untuk menyeleksi tersangka, menetapkan kesalahannya 
dan menjamin atau melindungi hak tersangka dalam proses peradilan. 
Proses kriminal penegakan hukum harus dilaksahakan berlandaskan prinsip 
cepat dan tuntas, dan model yang dapat mendukung proses penegakan 
hukum tersebut adalah model administratif dan merupakan model manajerial. 
Asas praduga tak bersalah akan menyebabkan sistem ini dilaksanakan 
secara efisien. Proses penegakan hukum harus menitikberatkan kepada 
kualitas temuan-temuan fakta administratif, oleh karena temuan tersebut 
                                                             
39
 Herbert L. Pecker, 1998, The Limits of the Criminal Sanction, California: Standford 
University Press Standford, hlm. 158. 
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akan membawa ke arah pembebasan seorang tersangka dari penuntutan, 
atau kesediaan tersangka menyatakan dirinya bersalah. 
Kedua due process model, model ini menekankan seluruh temuan-
temuan fakta dari suatu kasus, yang harus diperoleh melalui prosedur formal 
yang sudah ditetapkan oleh undang-undang. Setiap prosedur adalah penting 
dan tidak boleh diabaikan, melalui suatu tahapan pemeriksaan yang ketat 
mulai dari penyidikan, penangkapan, penahanan dan peradilan serta adanya 
suatu reaksi untuk setiap tahap pemeriksaan, maka dapat diharapkan 
seorang tersangka yang nyata-nyata tidak bersalah akan dapat rnemperoleh 
kebebasan dari tuduhan melakukan kejahatan. 
Presumption of innocence merupakan tulang punggung model ini. 
Adapun nilai-nilai yang melandasi due process model adalah mengutamakan, 
formal-adjudicative dan adversary fact findings, hal ini berarti dalam setiap 
kasus tersangka harus diajukan ke rnuka pengadilan yang tidak memihak 
dan diperiksa sesudah tersangka rnemperoleh hak yang penuh untuk 
rnengajukan pembelaannya. Menekankan pada pencegahan dan 
menghapuskan sejauh mungkin kesalahan rnekanisme administrasi dan 
peradilan.40 
Proses peradilan harus dikendalikan agar dapat dicegah 
penggunaannya sarnpai pada titik optimum karena kekuasaan cenderung 
disalahgunakan atau memilih potensi untuk menempatkan individu pada 
                                                             
40 Ibid., hlm. 138. 
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kekuasaan yang koersif dari Negara. Memegang teguh doktrin legal audit 
yaitu: seorang dianggap bersalah apabila penetapan kesalahannya dilakukan 
secara prosedural dan dilakukan oleh mereka yang memiliki kewenangan 
untuk tugas itu. 
Seseorang tidak dapat dianggap bersalah sekalipun kenyataan akan 
memberatkan jika perlindungan hukum yang diberikan undang-undang 
kepada orang yang bersangkutan tidak efektif. Penetapan kesalahan 
seseorang hanya dapat dilakukan oleh pengadilan yang tidak memihak. 
Gagasan persamaan di muka hukum lebih diutamakan. Lebih mengutamakan 
kesusilaan dan kegunaan sanksi pidana. 
Konsep due process model, sangat menjunjung tinggi supremasi 
hukum, dalam perkara pidana tidak seorang pun berada dan menempatkan 
diri di atas hukum. Setiap penegakan hukum harus seusai dengan 
persyaratan konstitusional, harus menaati hukum, serta harus menghormati 
the right of self incrimination. Tidak seorangpun dapat dipaksa menjadi saksi 
yang memberatkan dirinya dalam suatu tindak pidana. Dilarang mencabut, 
menghilangkan hak hidup, kemerdekaan, atau harta benda tanpa sesuai 
dengan ketentuan hukum acara.41 
Setiap orang harus "terjamin hak terhadap diri, kediaman, surat-surat 
atas pemeriksaan dan penyitaan yang tidak beralasan. Hak konfrontasi 
                                                             
41
 M. Yahya Harahap, 2000, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP: Penyidikan 
dan Penuntutan, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 114. 
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dalam bentuk pemeriksaan silang dengan orang yang menuduh atau 
melaporkan, Hak memperoleh pemeriksaan yang cepat, Hak perlindungan 
yang sama dan perlakuan yang sama dalam hukum, Hak mendapat bantuan 
penasihat hukum. 
Pendekatan trikotomi, diperkenalkan oleh Denis Szabo, Directur the 
International Centre for Comparative Criminology, the University of Montreal, 
Canada dalam Konperensi UNAFEI di Fuchu, Tokyo, Jepang bulan 
Desember 1982.42 Terdapat tiga model dalam pendekatan trikotomi. 
Pertama, medical model, pendekatan ini berawal dari ajaran Lombroso, yang 
menyatakan penjahat merupakan seorang yang memiliki kepribadian yang 
menyimpang, dan disebut sebagai orang yang sakit. Oleh karena itu, sistem 
peradilan pidana harus menjadi terapi, sehingga pelaku kejahatan rnenjadi 
manusia yang normal. 
Pemikiran ini diperkuat teori social defence, yang dikemukakan oleh 
Grammatica yang menyatakan hukum perlindungan sosial harus 
menggantikan hukum pidana yang ada sekarang, dalam tulisan berjudul La 
lotta contra la pena sehingga seorang pelaku tindak pidana diintegrasikan 
kembali dalam masyarakat bukan diberi pidana terhadap perbuatannya, dan 
di perbaharui oleh Marc Ancel.43 
                                                             
42 Romli Atmasasmita, op.cit., hlm. 139. 
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 Barda Nawawi Arief,1994, Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan, 
Semarang: BP Undip, hlm. 37. 
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Kedua justice model, model ini melakukan pendekatan pada masalah-
masalah kesusilaan, kemasyarakatan, dan norma-norma hukum serta 
pengarupengaruh sistem peradilan pidana. Pendekatan justice model, 
diperkenalkan oleh Norval Morris, dengan suatu pemikiran yang bertitik tolak 
pada mekanisme peradilan dan perubahan hukuman. Model ini melakukan 
re-evaluasi terhadap hasil-hasil administrasi peradilan pidana dan 
memberikan perhatian khusus pada sanksi pidana, moral dan social cost 
untuk mencapai tujuan pencegahan dan perlindungan atas masyarakat dari 
kejahatan.  
Ketiga model gabungan, dari preventive model dan justice model. 
Model ini menitik beratkan pada kompensasi atas korban-korban kejahatan. 
Dasar pemikiran ini menempatkan Negara selain sebagai pemberantas 
kejahatan dan perlindungan masyarakat juga memberikan jaminan sosial 
yang di peroleh dari pendapatan Negara dari sektor pajak. Muladi 
mengemukakan, bahwa dari teori-teori sistem peradilan pidana dengan 
berbagai bentuk model pendekatannya, untuk konteks diindonesia yang 
cocok adalah model yang mengacu kepada daad-dader strafrechf, atau 
model keseimbangan kepentingan. Model ini merupakan model yang 
realistik, yang memperhatikan pelbagai kepentingan yang harus dilindungi 
oleh hukum pidana yaitu kepentingan negara, kepentingan umum, 





A. Lokasi Penelitian 
Lokasi penelitian dilakukan di wilayah hukum Kota Makassar. Penulis 
memilih lokasi penelitian dengan pertimbangan bahwa lokasi penelitian 
relevan dengan masalah yang akan ditelliti dan Makassar merupakan salah 
satu kota terbesar di Indoensia Timur sehingga penulis berpendapat ada 
perkara wanprestasi yang diselesaikan dalam sistem peradilan pidana. 
Dalam hal ini perlu suatu penelusuran secara sistematis terhadap instansi 
tersebut. 
 
B. Populasi Dan Sampel 
Populasi dalam skripsi ini adalah di Pengadilan Negeri Makassar dan 
Kepolisian Resor Wilayah Makassar. Sampel dalam skripsi ini adalah hakim 
dan panitera yang ada di Pengadilan Negeri Makassar dan polisi di 
Kepolisian Resor Wilayah Makassar.  
 
C. Jenis Dan Sumber Data 
1. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mengikat atau 
yang membuat orang taat pada hukum seperti peraturan perundang–
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undangan, dan putusan hakim. Bahan hukum primer yang penulis 
gunakan di dalam penulisan ini yakni : Kitab Undang-Undang Hukum 
Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), 
dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana 
(KUHAP). 
2. Bahan hukum sekunder itu diartikan sebagai bahan hukum yang tidak 
mengikat tetapi menjelaskan mengenai bahan hukum primer yang 
merupakan hasil olahan pendapat atau pikiran para pakar atau ahli 
yang mempelajari suatu bidang tertentu secara khusus yang akan 
memberikan petunjuk ke mana peneliti akan mengarah. Yang 
dimaksud dengan bahan sekunder disini oleh penulis adalah doktrin–
doktrin yang ada  di dalam buku, jurnal hukum dan internet. 
3. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang mendukung bahan 
hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memberikan 
pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya. Bahan hukum 
yang dipergunakan oleh penulis adalah Kamus Besar Bahasa 
Indonesia dan Kamus Hukum. 
 
D. Teknik Pengumpulan Data 
Untuk memperoleh data yang dibutuhkan, digunakan teknik 
pengumpulan data Studi Pustaka (Library Research). Penelitian ini dilakukan 
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dengan telaah pustaka, dengan cara data-data dikumpulkan dengan 
membaca buku-buku, literatur-literatur, ataupun dengan perundang-
undangan yang berhubungan dengan rumusan masalah yang akan penulis 
bahas. Adapun pendekatan yang digunakan penulis dalam melakukan studi 
kepustakaan adalah : 
1. Pendekatan Undang-undang (statute approach) Pendekatan undang-
undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan 
regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang 
ditangani. 
2. Pendekatan Kasus (case approach) 
Pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap 
kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah 
menjadi putusan pengadilan. 
 
E. Analisis Data 
Data yang diperoleh dari data primer, sekunder, tersier, akan diolah 
dan dianalisis berdasarkan rumusan masalah yang telah diterapkan sehingga 
diharapkan dapat diperoleh gambaran yang jelas. analisis data yang 
digunakan adalah analisis data yang berupaya memberikan gambaran 
secara jelas dan konkret terhadap objek yang dibahas secara kualitatif dan 
selanjutnya data tersebut disajikan secara deskriptif yaitu menjelaskan, 
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menguraikan, dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat 

















HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
A. Delik Plessentryke Yang Mengandung Unsur Keperdataan 
Suatu hubungan perdata yang kemudian menjadi perkara pidana 
seringkali memang awalnya murni hubungan bisnis yang dilandasai itikad 
baik. Namun, ketika bisnis sedang surut dan mulai terjadi default (gagal 
bayar), tak sedikit yang lantas memilih melapor ke polisi ketimbang 
mengajukan gugatan di pengadilan. Padahal tujuan dari pemidanaan bukan 
untuk mendapatkan ganti rugi. Maka dari itu, kenali upaya hukumnya. Pada 
prinsipnya suatu perjanjian hutang piutang adalah hubungan keperdataan 
antara debitur dengan kreditur. Dalam hal pihak yang berhutang kemudian 
melanggar janji pengembalian uang, maka hal tersebut merupakan peristiwa 
ingkar janji (wanprestasi). Wanprestasi ini pada dasarnya dapat terjadi 
karena 4  hal: 
1) Melakukan hal yang seharusnya tidak boleh dilakukan berdasarkan 
perjanjian; 
2) Terlambat memenuhi kewajiban; 
3) Melakukan kewajiban (misalnya pembayaran) namun masih kurang 
atau baru sebagian; atau 
4) Tidak memenuhi kewajiban sama sekali. 
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Sedangkan, penipuan adalah perbuatan sebagaimana diatur dalam 
ketentuan Pasal 378 KUHP yang dirumuskan sebagai berikut: 
 “Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau 
 orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau 
 martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, 
 menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu 
 kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan 
 piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 
 empat tahun”. 
 
Berdasarkan rumusan pasal tersebut, unsur-unsur dalam perbuatan 
penipuan adalah: 
1) Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri dengan melawan 
hukum; 
2)  Menggerakkan orang untuk menyerahkan barang sesuatu atau 
supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang; 
3) Dengan menggunakan salah satu upaya atau cara penipuan 
(memakai nama palsu, martabat palsu, tipu muslihat, rangkaian 
kebohongan). 
Unsur poin 3 di atas yaitu mengenai upaya/cara adalah unsur utama 
untuk menentukan apakah perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai 
penipuan. Hal ini sebagaimana kaidah dalam Yurisprudensi Mahkamah 
Agung No. 1601.K/Pid/1990 tanggal 26 Juli 1990 yang menyebutkan: 
 “Unsur pokok delik penipuan (ex Pasal 378 KUHP) adalah terletak 
 pada cara/upaya yang telah digunakan oleh si pelaku delik untuk 
 menggerakan orang lain agar menyerahkan sesuatu barang.” 
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Pada kasus yang terkait dengan adanya perjanjian, maka harus 
diketahui apakah niat untuk melakukan kejahatan dengan menggunakan 
suatu nama palsu, tipu daya atau rangkaian kebohongan, sudah ada sejak 
awal, sebelum dibuatnya perjanjian (atau diserahkannya uang tersebut). 
Apabila terjadi pelanggaran terhadap kewajiban dalam perjanjian setelah 
dibuatnya perjanjian itu, maka hal tersebut merupakan wanprestasi. Namun 
penulis mendapatkan tiga putusan yang pada perkaranya dimulai dengan 
suatu perjanjian, namun berakhir pada pidana penipuan dalam putusan 
pengadilan. 
Tabel. 1 
Perkara Perjanjian Yang Berakhir Penipuan 
 









Tindak Pidana Penipuan 
Nomor: 371 K/Pid/2012 
Perjanjian kredit 
Bersalah Melakukan 




Penulis kemudian mencoba menganalisis salah satu perkara yang 
telah memiliki kekuatan hukum tetap berdasarkan putusan Mahkamah Agung 
(MA) Nomor 871K/Pid/2012. Pada putusan ini Terdakwa I dan Terdakwa II 
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didakwa telah melakukan tindakan penipuan kepada Korban terkait 
pelunasan utang dalam perjanjian jual-beli. Sedangkan Terdakwa I dan 
Terdakwa II memberikan pembelaan bahwa perkara yang didakwakan 
tidaklah tepat, namun seharusnya merupakan perkara wanprestasi. 
Menurut MA, tidak seharusnya mencampuradukkan penipuan dari segi 
hukum perjanjian dengan penipuan dari segi hukum pidana. Fakta adanya 
keadaan palsu sebelum perjanjian ditutup merupakan fakta yang tidak dapat 
diabaikan begitu saja terkait penipuan. Sependapat dengan J. Satrio yang 
dikutip dalam putusan tersebut bahwa penipuan dalam suatu perjanjian 
haruslah dilihat pada proses kesepakatan itu dibuat, dan bukan pada saat 
terjadinya wanprestasi. 
Harus pula dibedakan antara perselisihan yang timbul akibat 
pelaksanaan perjanjian (yang dikenal dengan wanprestasi) dengan 
perbuatan penipuan dengan cara menggunakan media perjanjian. Dalam 
Pasal 378 KUHP perlu dilihat bahwa apakah tindakan memberikan sesuatu 
barang,membuat utang, menghapuskan piutang, yang notabene merupakan 
tindakan membuat kesepakatan/perjanjian, terdapat unsur memakai nama 
palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat. Apabila dalam 
suatu tindakan memberikan sesuatu barang, membuat utang, menghapuskan 
piutan, yang semuanya itu notabene merupakan tindakan membuat 
kesepakatan/perjanjian, terdapat unsur memakai nama palsu atau keadaan 
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palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maka jelas menurut ketentuan 
Pasal 378 KUHP dapat dikategorikan sebagai tindak pidana penipuan. Pada 
perkara ini terdakwa mengetahui tanah yang dijadikan objek perjanjian 
sedang bermasalah/bersengketa namun tidak disampaikan kepada korban 
sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya, sehingga peristiwa tersebut 
dapat disebut sebagai tindak pidana penipuan. 
Menilai suatu perbuatan sebagai tindak pidana penipuan atau bukan 
tidak perlu berpatokan pada sah atau tidaknya suatu perjanjian, sebagaimana 
Arrest Hogeraad dalam arrestnya tanggal 14 Januari 1981, NJ 1981 halaman 
200, W 10227 yang dikutip dari putusan MA antara lain mengatakan bahwa: 
“ne: doet nier ter zake, of de aangegane schuld een qeoorlodfe oorzak 
 heft. Voor de toepassing van 5r. 326 doet de geldigheid der schuld 
 naar burgelijk recht nier terzoke (tidak menjadi soal apakah perikatan 
 utang yang telah diadakan itu mempunyai dasar yang dapat 
 dibenarkan atau tidak. Untuk memberlakukan ketentuan pidana yang 
 diatur dalam Pasal 378 KUHP, orang tidak perlu memperhatikan 
 apakah perikatan utang yang bersangkutan sah atau tidak)”. 
 
B. Perbedaan Antara Wanprestasi Dan Delik Penipuan 
Berdasarkan praktek kehidupan sehari-hari, sebagian masyarakat 
sudah sangat biasa melakukan berbagai perbuatan terkait dengan lapangan 
hukum perdata seperti pinjam meminjam atau jual beli. Hal ini memberikan 
implikasi yang cukup kuat dalam berjalannya proses bisnis atau kegiatan 
yang dilakukan masyarakat. Namun demikian, bukan tidak mungkin dalam 
75 
perjalanannya terjadi kemacetan pembayaran proses pinjam meminjam atau 
jual beli ini. Hal ini tentunya mengakibatkan kerugian pada pihak yang 
memberikan pinjaman atau pihak penjual maupun pembeli yang dalam istilah 
hukum dikenal dengan wan prestasi. 
Wanprestasi merupakan implikasi dari tidak dilaksanakannya 
kewajiban dalam suatu perjanjian. Hak dan kewajiban timbul karena adanya 
perikatan dalam perjanjian yang sah menurut Pasal 1320 KUHPerdata. Tapi 
kemudian, pada praktek di lapangan cenderung penyelesaian hal ini 
diarahkan pada ranah hukum pidana, baik itu dikualifikasikan sebagai 
Penipuan atau Penggelapan (Pasal 378 atau Pasal 372 KUHP) oleh lembaga 
Penyidik Kepolisian yang kemudian mengarah pada penuntutan di 
Pengadilan oleh Kejaksaan. Bahkan parahnya, hal ini dilakukan dengan 
melakukan upaya paksa berupa penahanan yang telah merampas hak-hak 
kemanusiaan. Wajarkah memasukkan kualifikasi hukum keperdataan ke 
ranah hukum pidana? 
Menurut hasil wawancara penulis dengan Jafar Achmad sebagai salah 
satu penyidik kepolisian di Porestabes Makassar, setiap orang berhak untuk 
saling mengikatkan diri dalam suatu hubungan-hubungan hukum dengan 
berpedoman pada asas kebebasan berkontrak yang dianut dalam hukum 
perjanjian.44 Setiap perjanjian akan menimbulkan beberapa perikatan yang 
                                                             
44 Jafar Achmad, Penyidik Kepolisian Polrestabes Makassar, wawancara pada hari Rabu tanggal 6  
    Agustus 2014, Pukul 09.23 WITA. 
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berisi hak dan kewajiban bagi para pihak yang membuatnya. Hubungan yang 
timbul dari hukum perikatan bersifat khusus dan individual karena hanya 
memiliki kekuatan mengikat bagi mereka yang membuatnya. Sehingga akibat 
hukum yang timbul atas terlanggarnya hak dan kewajiban tersebut 
merupakan domain dari hukum privat. Berbeda halnya dengan hukum pidana 
dimana setiap kewajiban yang timbul semata-mata karena ditentukan oleh 
penguasa dalam suatu peraturan perundang-undangan. 
Selanjutnya Jafar Achmad menjelaskan, suatu perkara yang pada 
awalnya merupakan perkara wanprestasi bisa saja berubah menjadi perkara 
penipuan. Biasanya ketika debitur melakukan wanprestasi, pihak kreditur 
memberikan somasi untuk pemenuhan prestasi. Ketika debitur kemudian 
memberikan janji untuk pemenuhan prestasi tersebut namun pada faktanya 
debitur masih tetap tidak memenuhi prestasinya, maka pihak kreditur 
biasanya akan mengirim somasi kedua untuk pemenuhan prestai yang 
ditandatangani debitur. Pada saat debitur masih tidak memenuhi prestasinya, 
menurut penyidik kepolisian, ketika itu pula pihak debitur dapat dikatakan 
telah melakukan tindak pidana penipuan. Sebab debitur dianggap telah 
menjadikan tindakan wanprestasi sebagai modus penipuan yang bertujuan 
mendapatkan keuntungan. 
Terkait pelaporan perkara wanprestasi sebagai tindak pidana 
penipuan, menurut penyidik kepolisian, sangat banyak yang melakukannya. 
Masyarakat masih kurang paham mengenai perbedaan wanprestasi dengan 
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tindak pidana penipuan. Sehingga berkas laporan yang diterima biasanya 
akan ditolak ketika sudah sampai pada tahap penyidikan di kepolisian. Sebab 
kepolisian tidak berwenang menangani perkara yang bersifat keperdataan. 
Kepolisian biasanya hanya memberikan arahan, bahwa perkara wanprestasi 
yang dilaporkan seharusnya didaftarkan di panitera perdata di pengadilan 
negeri. Namun tidak jarang juga penyidik menyarankan untuk memberikan 
somasi kepada pihak debitur, hal ini bertujuan untuk mengetahui apakah 
wanprestasi dari debitur merupakan modus tindak pidana penipuan yang 
dilakukannya atau bukan. 
Tidak jauh berbeda dengan apa yang disampaikan dari pihak 
kepolisian, B U Reza salah seorang hakim dari Pengadilan Negeri Makassar 
juga menyatakan hal yang sama. Berdasarkan hasil wawancara penulis, 
menurut B U Reza, Dalam memahami wanprestasi dan tindak pidana 
penipuan kita sering tersesat dalam menafsirkan unsur ”tipu muslihat” dan 
”serangkaian kebohongan” dalam Pasal 378 KUHP dengan pengertian 
”ingkar janji” dalam hubungan kontraktual, sepintas memang seperti sama, 
namun jika kita telaah secara lebih mendalam, maka akan muncul beberapa 
perbedaan yang sangat prinsip yang bisa menjadi indikator untuk 
membedakan antara delik penipuan dengan wanprestasi.45 Tipu muslihat 
(listige kunstgrepen) berdasarkan HR tanggal 30 Januari 1911 adalah 
                                                             
45 B U Reza, Hakim Pengadilan Negeri Makassar, wawancara pada hari Kamis tanggal 7 Agustus 2014,  
    Pukul 13.22 WITA. 
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perbuatan-perbuatan yang menyesatkan yang dapat menimbulkan dalih-dalih 
yang palsu dan gambaran-gambaran yang keliru dan memaksa orang untuk 
menerimanya.  
Sedangkan bohong, masih menurut B U Reza, adalah suatu keadaan 
yang tidak sesuai dengan hal yang sebenarnya. Misalnya dalam pernyataan, 
”si pulan kemarin menggunakan baju merah”, sedangkan kenyataannya 
kemarin si pulan menggunakan baju hitam. Kebohongan adalah suatu 
pernyataan yang diungkapkan bertentangan dengan kenyataan yang 
sebenarnya dan kenyataan itu telah ada pada saat pernyataan itu diucapkan. 
Coba bandingkan dengan pernyataan, ”si pulan berjanji besok akan 
menggunakan baju merah” apakah pada saat mengungkapkan pernyataan 
itu si pulan telah berbohong? Benar dan tidaknya pernyataan itu belum bisa 
dibuktikan pada saat si pulan berjanji, karena setiap janji baru bisa dibuktikan 
pada saat waktunya telah tiba. Lalu jika ternyata besok si pulan tidak 
menggunakan baju merah apakah si pulan telah berbohong? Menurut 
pengertian hukum dikatakan bahwa si pulan telah ingkar janji. 
Lebih sederhana, B U Reza menjelaskan bahwa pada penipuan ada 
unsur kesengajaan pada diri pelakunya. Sedangkan pada wanprestasi bisa 
saja orang yang dituduhkan melakukan wanprestasi tidak memiliki niat untuk 
melakukan wanprestasi. Mungkin saja ia tidak bisa melaksanakan perjanjian 
karena hal-hal di luar kemampuannya. Misalnya, dalam perjanjian, pada 
tanggal 4, A harus menyerahkan sekuintal beras kepada B. Namun karena 
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desa tempat tinggalnya dilanda banjir, A tidak bisa menyerahkan beras 
tersebut. Dalam hal ini A telah wanprestasi terhadap B. 
Ketika menanyakan terkait penyelesaian sengketa wanprestasi dan 
penipuan, pertama-tama B U Reza mengatakan apabila pihak debitur 
melakukan wanprestasi, maka pihak kreditur dapat menuntut atau 
mengajukan gugatan. Ada tiga kemungkinan bentuk gugatan yang mungkin 
diajukan oleh pihak yang merasa dirugikan akibat dari wanprestasi. Pertama 
secara parate executie, dimana kreditur melakukan tuntutan sendiri secara 
langsung kepada debitur tanpa melalui pengadilan. Dalam hal ini pihak yang 
bersangkutan bertindak secara eigenrichting (menjadi hakim sendiri secara 
bersama-sama). Pada prakteknya, parate executie berlaku pada perikatan 
yang ringan dan nilai ekonomisnya kecil. 
Kedua secara arbitrase, yaitu ketika kreditur merasakan dirugikan 
akibat wanprestasi pihak debitur, maka antara kreditur dan debitur 
bersepakat untuk menyelesaikan persengketaan masalah mereka itu kepada 
wasit (arbitrator). Apabila arbitrator telah memutuskan sengketa itu, maka 
pihak kreditur atau debitur harus mentaati setiap putusan, walaupun putusan 
itu menguntungkan atau emrugikan salah satu pihak. Ketiga secara rieele 
executie, yaitu cara penyelesaian sengketa antara kreditur dan debitur 
melalui hakim di pengadilan. Biasanya dalam sengketa masalah besar dan 
nilai ekonomisnya tinggi atau antara pihak kreditur dan debitur tidak ada 
konsensus penyelesaian sengketa dengan cara parate executie, maka 
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penyelesaian perkara ditempuh dengan rileele executie di depan hakim di 
pengadilan. Berbeda dengan perkara pidana, tidak terdapat langkah mediasi, 
sebab yang ingin dilindungi adalah masyarakat. Sehingga menurut hakim 
pengadilan, jalur yang ditempuh ialah criminal justice system. 
Sementara itu, dalam lapangan hukum pidana yang dikenal dengan 
rumusan delik sering kita menjumpai istilah ”melawan hukum” yang 
sebenarnya merupakan terjemahan dari istilah ”wederrechtijkheid” dalam 
Bahasa Belanda. Sifat melawan hukum harus selalu ada di dalam setiap 
tindak pidana, baik dicantumkan secara tegas sebagai unsur tindak pidana 
seperti pada Pasal 362, 372, dan 378 KUHP, maupun dianggap selalu 
termuat dalam setiap rumusan tindak pidana. Wederrechtijkheid 
diterjemahkan beberapa sarjana secara berbeda-beda dan tidak ada 
keseragaman pendapat. Diantara beberapa batasan yang berkembang 
antara lain, menurut Simon kata ”recht” dalam wederrechtelijk diterjemahkan 
sebagai ”hukum”. Perbuatan yang mengandung wederrechtelijk tidak perlu 
melawan hak orang lain, namun sudah cukup apabila perbuatan itu melawan 
”objectief recht”. Noyon mengartikan ”recht” itu sebagai hak (subjectief recht), 
sedangkan H.R. dalam Putusannya tertanggal 18 Desember 1911 W. No. 
9263 ”recht” ditafsirkan sebagai hak atau kekuasaan dan wederrechtelijk 
berarti tanpa kekuasaan atau tanpa hak. 
Berdasarkan beberapa teori pada umumnya menyebutkan sifat 
melawan hukum tindak pidana ditujukan pada suatu perbuatan yang 
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melanggar atau bertentangan dengan hukum, sedangkan hukum yang 
dimaksud adalah hukum yang berlaku secara umum baik dalam artian formil 
maupun materiil. Pengertian hukum yang bersifat umum adalah hukum yang 
mengatur dan mengikat kehidupan masyarakat secara umum. Selanjutnya 
Noyon mengatakan bahwa Zonder recht (tanpa hak) itu adalah berbeda 
dengan tegen het recht (melawan hukum) dan perkataan wederrechtelijk itu 
dengan tidak dapat disangkal lagi menunjuk pada pengertian yang terakhir. 
Sedangkan terminologi wederechtelijkheid dalam kaitannya sebagai bentuk 
”melawan hak” adalah semata-mata merujuk pada hak yang diberikan oleh 
hukum yang berlaku secara umum/dibuat oleh penguasa, bukan hak yang 
timbul dari hubungan kontraktual. Berikut karakteristik yang  membedakan 
secara spesifik antara wanprestasi dan delik penipuan: 
 
1. Sudut Pandang Perbuatan Melawan Hukum Dengan Perbuatan 
Melawan Kontrak 
Sifat melawan hukum melekat pada suatu perbuatan sehingga 
perbuatan itu dapat dipidana, baik karena bertentangan dengan undang-
undang maupun karena telah melanggar hak subjektif orang lain, namun 
pada akhirnya perbuatan tersebut harus pula dilarang peraturan 
perundangan yang berlaku. Sedangkan ”melawan perikatan” melekat pada 
perbuatan yang bertentangan dengan hak dan kewajiban yang timbul dari 
perjanjian, dimana Pasal 1338 KUHPerdata menyebutkan, ”semua 
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persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi 
mereka yang membuatnya.” Jika kita simak makna dari kalimat diatas, maka 
sesungguhnya pembentuk undang-undang ingin memberikan kekuatan 
mengikat yang sama antara perjanjian yang dibuat secara sah dengan 
undang-undang yang dibuat penguasa, namun perlu diperhatikan bahwa 
kedudukan tersebut hanya ditujukan bagi para pihak yang membuat 
perjanjian, artinya meskipun perjanjian dipersamakan daya mengikatnya 
dengan undang-undang bukan berarti perjanjian memiliki kedudukan seperti 
undang-undang yang berlaku secara umum. Makna dari ”kekuatan 
mengikatnya sebagaimana undang-undang” semata-mata terletak pada hak 
menuntut pemenuhan prestasi dan ganti kerugian dihadapan pengadilan 
seperti halnya jika orang melanggar undang-undang. 
Secara umum ”melawan hukum” dengan ”melawan perikatan” memiliki 
perbedaan yaitu sifat melawan hukum dalam suatu tindak pidana merupakan 
suatu keadaan atau perbuatan yang telah bertentangan dengan hukum yang 
berlaku secara umum, sedangkan melawan perikatan adalah suatu keadaan 
atau perbuatan yang bertentangan dengan hukum yang berlaku secara 
khusus, karena hanya mengikat bagi mereka yang membuatnya. Suatu 
tindak pidana mengandung sifat melawan hukum yang oleh karenanya 
perbuatan tersebut dapat dipidana, sedangkan wanprestasi mengandung 
sifat melawan perikatan yang oleh karenanya kreditur dapat menuntut 
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pemenuhan prestasi, ganti rugi, denda maupun bunga. Sifat melawan hukum 
melekat pada perbuatan yang telah melanggar aturan hukum yang dibuat 
oleh penguasa, sedangkan sifat melawan perikatan melekat pada perbuatan 
yang telah melanggar aturan yang dibuat oleh para pihak dalam suatu 
perjanjian. 
Berdasarkan penelaahan di atas, jelas sifat melawan hukum dalam 
tindak pidana memiliki karakteristik berbeda dengan sifat melawan perikatan 
dalam perjanjian, sehingga di antara keduanya harus dipisahkan secara 
tegas agar tidak menimbulkan kesimpangsiuran proses penyelesaian 
terhadap dua karakteristik pelanggaran hukum tersebut. Setiap penegakan 
hukum yang telah membawa suatu perbuatan yang melanggar hak dan 
kewajiban dalam hukum perikatan ke dalam ranah hukum pidana (delik 
penipuan atau pun delik penggelapan) merupakan suatu pelanggaran 
prosedur (undue process) dan bertentangan dengan tertib hukum yang 
berlaku. Hal ini tentunya akan mengakibatkan apa yang sering dikhawatirkan 
para ahli hukum mengenai Miscarriage of Justice (kegagalan penegakan 
hukum). 
 
2. Antara Rangkaian Kebohongan Dengan Ingkar Janji 
Ketika memahami wanprestasi dan tindak pidana penipuan kita sering 
tersesat dalam menafsirkan unsur ”tipu muslihat” dan ”serangkaian 
kebohongan” dalam Pasal 378 KUHP dengan pengertian ”ingkar janji” dalam 
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hubungan kontraktual, sepintas memang seperti sama, namun jika kita telaah 
secara lebih mendalam, maka akan muncul beberapa perbedaan yang 
sangat prinsip yang bisa menjadi indikator untuk membedakan antara delik 
penipuan dengan wanprestasi. Rangkaian kata bohong harus terdapat 
beberapa kata bohong yang diucapkan, suatu kata bohong saja dianggap 
tidak cukup sebagai alat penggerak ataupun alat bujuk. Rangkaian kata-kata 
bohong yang diucapkan secara tersusun, hingga merupakan suatu cerita 
yang dapat diterima sebagai sesuatu yang logis dan benar. Jadi kata-kata itu 
tersusun hingga kata-kata yang satu membenarkan atau memperkuat kata 
yang lain. Rangkaian kata bohong ini juga dapat menjadi dasar terciptanya 
unsur-unsur lain seperti nama palsu dan keadaan palsu untuk membujuk 
atau menggerakkan seseorang untuk menguntungkan diri sendiri dan/atau 
orang lain.  
Terkait suatu peristiwa perjanjian, maka rangkaian kata bohong 
sebagai bagian dari tindakan penipuan dilakukan sebelum perjanjian ditutup 
dalam artian sebelum tercapainya suatu kesepakatan antara para pihak. 
Sehingga rangkaian kata bohong digunakan sebagai alat penggerak atau 
pembujuk pihak lain untuk menyepakati perjanjian. Berbeda halnya dengan 
perbuatan wanprestasi atau ingkar janji yang dilakukan setelah perjanjian itu 
ditutup dalam artian disepakati oleh para pihak. Wanprestasi dilakukan pada 
saat proses pemenuhan hak dan kewajiban para pihak yang timbul dari 
perjanjian. 
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Meskipun ingkar janji dilakukan secara sengaja baik dengan 
serangkaian kebohongan atau tipu muslihat terkait tidak dipenuhinya 
prestasi, maka menurut penulis hal tersebut tetap dikategorikan tindakan 
wanprestasi. Sebab wanprestasi karena kesalahan debitur dengan unsur 
kesengajaan merupakan salah satu sebab terjadinya wanprestasi. Di 
samping itu, karena sifat/kualifikasi tindak pidana penipuan merupakan delik 
formil - materiel, maka secara yuridis teoritis juga diperlukan pembuktian 
bahwa korban penipuan dalam menyerahkan suatu benda dan seterusnya 
kepada pelaku tersebut, haruslah benar-benar kausaliteit (berhubungan dan 
disebabkan oleh cara-cara pelaku penipuan) sebagaimana ditentukan dalam 
pasal 378 KUHP. Oleh karenanya pula realitas suatu kasus wanprestasi pun 
seharusnya tidak bisa secara simplifistik (sederhana) ditarik dan 
dikualifikasikan sebagai kejahatan penipuan. 
 
3. Sah Atau Tidaknya Perjanjian Dari Delik Penipuan Dengan 
Wanprestasi 
 Delik penipuan menurut undang-undang merupakan suatu kejahatan, 
sehingga segala perbuatan yang mengandung unsur kejahatan tidak dapat 
dianggap sebagai perbuatan yang sah secara hukum. Dari sudut pandang 
perjanjian, dalam Pasal 1320 KUHPerdata disebutkan, untuk sahnya suatu 
perjanjian diperlukan empat syarat, yaitu: 
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1) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, artinya bahwa para pihak 
yang mengadakan perjanjian itu harus bersepakat atau setuju 
mengenai perjanjian yang akan diadakan tersebut, tanpa adanya 
paksaan, kekhilafan dan penipuan. 
2) Kecakapan, yaitu bahwa para pihak yang mengadakan perjanjian  
harus cakap menurut hukum,  serta berhak dan berwenang melakukan 
perjanjian. Mengenai kecakapan Pasal 1329 KUHPerdata menyatakan 
bahwa setiap orang cakap melakukan perbuatan hukum kecuali yang  
oleh undang-undang dinyatakan tidak cakap.   
3) Mengenai suatu hal tertentu, hal ini maksudnya adalah bahwa 
perjanjian tersebut harus mengenai suatu obyek tertentu. 
4) Suatu sebab yang halal, yaitu isi dan tujuan suatu perjanjian  haruslah 
berdasarkan hal-hal yang tidak bertentangan dengan undang-undang, 
kesusilaan dan  ketertiban 
Syarat pertama dan kedua disebut dengan Syarat Subyektif, karena 
mengenai orang-orangnya atau subyeknya yang mengadakan perjanjian, 
sedangkan  syarat ketiga dan keempat disebut Syarat Obyektif, karena 
mengenai obyek dari suatu perjanjian. Apabila syarat subyektif tidak dapat 
terpenuhi, maka salah satu pihak mempunyai hak untuk meminta supaya 
perjanjian itu dibatalkan. Pihak yang dapat meminta pembatalan itu, adalah 
pihak yang tidak cakap atau pihak yang memberikan sepakatnya 
(perizinannya) secara tidak bebas. Delik penipuan yang memiliki unsur 
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rangkaian kata bohong yang digunakan sebagai alat penggerak untuk 
membuat salah satu pihak menyepakati perjanjian membuat perjanjian itu 
dapat dibatalkan, sebab kesepakatan terjadi tidak berdasarkan fakta yang 
sebagaimana adanya.  
Berbeda halnya dengan wanprestasi, sejak awal perjanjian dianggap 
sah, sebab wanprestasi hanya terjadi jika syarat perjanjian menurut Pasal 
1320 KUHPerdata terpenuhi. Namun ketika akibat hukum yang timbul dari 
wanprestasi ialah perjanjian dapat dianggap telah berakhir dan/atau 
pemenuhan ganti kerugian. Jadi, perjanjian yang telah dibuat itu akan terus 
mengikat kedua belah pihak yang mengadakan perjanjian, selama tidak 
dibatalkan (oleh hakim) atas permintaan pihak yang berhak meminta 
pembatalan tersebut. Sedangkan apabila syarat obyektif yang tidak 
terpenuhi, maka perjanjian itu akan batal demi hukum. Artinya sejak semula 













1. Delik plessentryke yang mengandung unsur keperdataan, khususnya 
penipuan dapat diketahui dari apakah niat untuk melakukan kejahatan 
dengan menggunakan suatu nama palsu, tipu daya atau rangkaian 
kebohongan, sudah ada sejak awal, sebelum dibuatnya perjanjian 
(atau diserahkannya uang tersebut). Apabila terjadi pelanggaran 
terhadap kewajiban dalam perjanjian setelah dibuatnya perjanjian itu, 
maka hal tersebut merupakan wanprestasi. 
2. Terdapat tiga substansi yang membedakan antara tindak pidana 
penipuan dengan wanprestasi. Pertama tindak pidana penipuan 
merupakan perbuatan melawan hukum, sedangkan wanprestasi 
merupakan perbuatan melawan kontrak. Kedua, dalam penipuan 
terdapat serangkaian kebohongan sebelum perjanjian ditutup, 
sedangkan dalam wanprestasi terdapat kewajiban yang tidak dipenuhi 
setelah perjanjian disepakati. Ketiga, perjanjian yang dibuat dengan 
diawali dengan tindakan penipuan dapat dibatalkan atau batal demi 
hukum. Sedangkan perjanjian yang menjadi dasar terjadinya 




Adapun saran dari penulis adalah: 
1. Perlu dilakukan kajian yang lebih mendalam terkait tindak pidana yang 
mengandung unsur keperdataan baik oleh praktisi hukum maupun 
akademisi hukum. Hal ini penting demi penegakan hukum yang lebih 
baik kedepannya. 
2. Perlu dilakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait perbedaan 
tindak pidana penipuan dengan wanprestasi, hal ini penting dilakukan 
agar tidak terjadi kesalahpahaman ketika menghadapi perkara 
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